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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing
ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi
khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi
sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
| ! L t
- B L z

[
_|
e

& Th 3 Gh
z J a F
z h S Q
¢ Kh 4 K
3 D J L
3 Dh - M
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J Z g w
o S J H
o Sh 3 ’
U=l S & Y
o= d

Hamzah (+) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
)
B. VOKAL
VVokal bahasa Arab,seperti vokal bahasa Indonesia,terdiri atas vokal Tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
’ Fathah A A
B Kasrah I I
’ Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama
) Fathah dan ya Al Adan |
5 Fathah dan wau Au A dan U
Contoh:
X kaifa
J» :haula
C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
Fathah dan alif atau a dan garis
b A
ya di atas
I dan garis
- Kasrah dan ya I
di atas
u dan garis
Pe Dammah dan wau U
di atas
Contoh:

Ly : mata



= . rama
JE - gila
Csay . yamiitu
D. TA MARBUTAH
Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta marbitah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbitah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

BHAYE RN : raudah al-atfal
Dl 453 : al-madinah al-fadilah
& : al-hikmah

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (-°) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

5 : rabbana
W3S . najjaina

.

&l : al-haqq



&V ral-hajj
axd nu’ima
e’ D ‘aduwwu

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7). Contoh:

e . “Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
e : “Arabi (bukan ‘Arabi atau ‘Araby)
KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J' (alif
lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis
mendatar (-). Contohnya:

2l al-syams (bukan asy-syamsu)

35 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
acda : al-falsafah

Sl : al-biladu

HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

xi



awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

s )sf-’ B -
O3l | ta’ 'muriina
e ll’ sal-nau’
Sy : syai’un
e 4, -
< al S umirtu

PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM
BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an), sunnah, hadis, khusus
dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fizilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Ibarat Fr ‘Umim al-Lafz la bi khusiis al-shabab

LAFZ AL-JALALAH (&)
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:

A : dinullah

Adapun ta marbuitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

A3 gk . hum fi rahmatillah

HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazt bi Bakkata mubarakan
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Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Nasitr al-Din al-Tts

Abt Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungqiz minhal-Dalal
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ABSTRAK

Mohamad Fernanda Adriansyah, 200202110118, 2023. Penerapan Pasal 2 Huruf
C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha
Dalam Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Studi Di Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu) Skripsi Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H

Kata Kunci: Asas Kemudahan Berusaha; DPM-PTSP; Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat, semua kegiatan
dalam kehidupan sehari-hari mengalami transformasi. Salah satu kemajuan digital
yang signifikan adalah evolusi sistem perizinan berusaha, yang mengalami perubahan
revolusioner dengan diperkenalkannya sistem perizinan berusaha berbasis elektronik.
Hal ini dikarenakan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan faktor
yang sangat diinginkan oleh para pengusaha. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,
Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan pembuatan peraturan pemerintah sebagai
panduan teknis dalam pelaksanaan sejumlah kemudahan perizinan berusaha, yang
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, entitas pemerintah yang
memainkan peran dalam mengelola dan mengorganisir sistem tersebut ialah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 2
Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam
Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu dan
Untuk Mengetahui Kendala Implementasi Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang
Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No. 05
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu. Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan lapangan. Metode pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian metode
pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas kemudahan
berusaha dalam Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Batu telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat
beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, Kurangnya pemahaman terkait sistem
OSS-RBA oleh pelaku usaha, kesulitan akses ke website Online Single Submissions,
tidak semua pelayanan terdaftar pada sistem OSS-RBA, dan kesenjangan digital,
menjadi kendala yang dialami oleh DPM-PTSP Kota Batu.
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ABSTRACT

Mohamad Fernanda Adriansyah, 200202110118, 2023. Implementation of Article
2 Letter C of the Job Creation Law concerning the Principle of Ease of
Doing Business in Government Regulation No. 05 of 2021 oncerning the
Implementation of Risk-Based Licensing (Study at the Batu City
Investment and One-Stop Integrated Services Service) Thesis, Department
of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University
Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Ease of Doing Business Principle; DPM-PTSP; Risk Based;
Government Regulation NO. 05 of 2021

As technological advances continue to increase, all activities in daily life are
transformed. One of the significant digital advances is the evolution of the business
licensing system, which underwent a revolutionary change with the introduction of an
electronic-based business licensing system. This is because convenience, speed,
certainty, and efficiency are factors that are highly desired by entrepreneurs. To realize
these goals, the Job Creation Law stipulates the making of government regulations as
technical guidance in the implementation of a number of business licensing facilities,
which are further regulated in Government Regulation Number 05 of 2021 concerning
the Implementation of Risk-Based Business Licensing, the government entity that
plays a role in managing and organizing the system is the One-Stop Investment and
Integrated Services Agency (DPM-PTSP).

The purpose of this research is to find out the implementation of Article 2
Letter C of the Job Creation Law concerning the Principle of Ease of Doing Business
in Government Regulation No. 05 of 2021 concerning the Implementation of Risk-
Based Licensing in the Batu City Investment and One-Stop Integrated Services Service
and to find out the Obstacles to Implementing it. Article 2 Letter C of the Job Creation
Law concerning the Principle of Ease of Doing Business in Government Regulation
No. 05 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing in the Batu
City Investment and One-Stop Integrated Services Service. This research is empirical
juridical research using a field approach. The data collection methods used are
interviews and documentation, then data processing methods with editing,
classification, verification, analysis and conclusion stages.

The results of this study indicate that the implementation of the principle of
ease of doing business in Government Regulation No. 05 of 2021 concerning the
Implementation of Risk-Based Licensing at the Batu City Investment and One-Stop
Integrated Service Office has been running well. However, there are still some
obstacles in its implementation. Lack of understanding of the OSS-RBA system by
business actors, difficulty accessing the Online Single Submissions website, not all
services are registered in the OSS-RBA system, and the digital divide, are obstacles
experienced by DPM-PTSP Batu City.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi tidak bisa
lepas dari kehidupan manusia. Manusia secara esensial terlibat dalam kegiatan
ekonomi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan
mereka sendiri. Pelaku usaha merupakan seseorang yang terlibat dalam
kegiatan ekonomi, yang bisa berupa individu atau maupun kelompok yang
memiliki entitas hukum. Sebelum memulai usaha, pelaku usaha memiliki
tanggung jawab untuk memperoleh legalitas. Bentuk resmi suatu badan usaha
dilihat dari adanya bukti legalitas yang dimiliki, dimana legalitas ini merupakan
bentuk pengakuan resmi terhadap badan usaha, sehingga diakui oleh negara dan
masyarakat.! Legalitas memberikan perlindungan kepada pelaku usaha saat
menjalankan kegiatan usahanya, dan salah satu aspek penting legalitas adalah
perizinan berusaha. Perizinan berusaha merupakan izin yang harus dimiliki
oleh pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usahanya, dan izin ini diberikan

oleh pihak berwenang.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat, semua

kegiatan dalam kehidupan sehari-hari mengalami transformasi menjadi

! «perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik
Online Single Submission (OSS) | Arya Agung | Jurnal Ilmiah Galuh Justisi,” accessed September 21,
2023, https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/4862.



bergantung pada digital. Salah satu kemajuan digital yang signifikan adalah
evolusi sistem perizinan berusaha, yang mengalami perubahan revolusioner
dengan diperkenalkannya sistem perizinan berusaha berbasis elektronik. Hal ini
kemudian mempermudah proses pengurusan perizinan berusaha.? Sistem
pelayanan perizinan berusaha telah mengalami transformasi dari pendekatan
manual, di mana pemohon harus mengunjungi instansi yang berwenang untuk
mengajukan permohonan, menjadi sistem yang memungkinkan pengajuan
permohonan secara daring melalui Online Single Submission (OSS).
Transformasi ini dimulai sejak tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018. Online Single Submission (OSS).
adalah sistem yang digunakan untuk mengelola perizinan berusaha dan telah
terintegrasi dengan lembaga OSS. Tujuan dari implementasi sistem Online
Single Submission (OSS) adalah menciptakan lingkungan yang mendukung
perkembangan investasi dengan menyediakan kemudahan dalam berusaha
melalui penggunaan jaringan atau sistem satu pintu yang terintegrasi dengan

lembaga terkait, dan dapat diakses secara elektronik.?

2 «“perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik
Online Single Submission (OSS) | Arya Agung | Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.”

3 “pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Jawa Tengah | Assegaf |
Diponegoro Law Journal,” Accessed September 21, 2023,
Https://Ejournal3.Undip.Ac.1d/Index.Php/DlIr/Article/View/24582.



Apabila melihat maksud dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja, tujuannya adalah untuk mendorong penciptaan lapangan
kerja, mendukung kemudahan investasi, dan memfasilitasi kegiatan berusaha.
Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat terjadi penyederhanaan
yang efisien dalam proses perizinan berusaha. Hal ini dikarenakan kemudahan,
kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan faktor yang sangat diinginkan
oleh para pengusaha pada zaman ini. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,
Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan pembuatan peraturan pemerintah
sebagai panduan teknis dalam pelaksanaan sejumlah kemudahan perizinan
berusaha, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa tujuan
dari implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk
meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.® Hal ini dilakukan
dengan menerapkan proses penerbitan perizinan berusaha secara lebih efisien
dan mudah, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha secara
transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Dengan mendasarkan pada penjelasan tersebut,

pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat menjadi lebih efektif dan

4“PP No. 5 Tahun 2021,” accessed September 21, 2023,
https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021.



sederhana. Selain itu, penerapan konsep ini juga membuat kegiatan pengawasan
menjadi lebih terstruktur, baik dalam hal periode maupun substansi yang harus

diawasi.

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan suatu bentuk regulasi
baru yang didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Meskipun aturan terkait kewajiban perizinan usaha telah ada sejak lama,
namun ketentuan dan prosedurnya terus mengalami perubahan seiring dengan
perkembangan zaman. Hukum pada dasarnya bersifat dinamis, selalu
menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat.> Sehingga akan senantiasa

berubah dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman.

Entitas pemerintah yang memainkan peran dalam mengelola dan
mengorganisir sistem tersebut ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) digunakan sebagai langkah untuk menyederhanakan proses perizinan
dan investasi dengan menggabungkan berbagai prosedur dan layanan ke dalam
satu titik atau satu pintu, sehingga pelaku investasi atau pengusaha dapat
menangani semua izin dan ketentuan mereka dengan lebih efisien dan efektif.
DPM-PTSP memegang tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan

mempermudah proses investasi serta perizinan usaha. Tujuan utama lembaga

> Erni Emi and Febri Jaya, “Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan
Berusaha,” Wajah Hukum 6, no. 2 (October 14, 2022): 248-57, https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927.



ini adalah menciptakan lingkungan bisnis yang lebih optimal, mempermudah

investasi, dan mengurangi kendala birokrasi bagi para pelaku usaha.

Penyedia layanan publik, khususnya pemerintah, seharusnya memiliki
kemampuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan layanan publik dan
mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku dalam memberikan pelayanan. Hal ini
diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip, termasuk salah
satunya prinsip kemudahan berusaha. Kehadiran prinsip ini diharapkan dapat
menghasilkan penyelenggaraan layanan publik yang cepat, mudah, dan

terjangkau bagi masyarakat.

Prinsip kemudahan seharusnya menjamin pelayanan publik yang
efisien, terutama dalam proses perizinan usaha yang diawasi secara menyeluruh
oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan semua
aspek yang dapat menghambat pelayanan. Meskipun tujuan dari sistem ini
adalah untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan,
kenyataannya tidak selalu mudah diimplementasikan oleh pemerintah.
Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan Sistem OSS-
RBA, yang seharusnya menjadi pintu tunggal bagi pelayanan perizinan.

Berbagai fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem OSS-RBA



menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan klaim pemerintah bahwa sistem
ini benar-benar menerapkan prinsip kemudahan berusaha di tengah masyarakat.
Melihat fakta-fakta di lapangan, penulis berpendapat bahwa Sistem OSS-RBA
masih memerlukan perbaikan agar dapat memberikan kemudahan dan
integritas yang dijanjikan dalam akses perizinan usaha bagi semua pelaku, baik
mereka yang beroperasi dalam skala mikro maupun makro. Oleh karena itu,
disimpulkan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi
Prinsip Kemudahan Berusaha dalam pelaksanaan perizinan usaha di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu.

Berdasarkan uraian diatas maka menarik apabila dilakukan pengkajian
secara mendalam berkaitan dengan Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang
Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah
No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Untuk
mendalami permasalahan terkait penerapan Asas Kemudahan Berusaha pada
pelayanan perizinan dan mengidentifikasi faktor penghambat dan penyebab,
serta untuk menganalisis hasil temuan-temuan di lapangan, maka penulis
tertarik melakukan penelitian dengan judul "*Penerapan Pasal 2 Huruf C
Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam
Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berbasis Risiko (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu)' (Studi di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja
Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu?

2. Apa Kendala Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja
Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan

sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta
Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No
05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu



2. Untuk Mengetahui Kendala Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang
Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan
Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Batu

Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan
dalam ranah akademis guna memajukan bidang pendidikan ilmu hukum,
khususnya dalam perspektif yuridis terkait pelayanan publik dalam domain

perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik.

Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Harapan bagi penulis berhasil memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam tentang penerapan Asas Kemudahan Berusaha dalam proses
permohonan izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Batu sebagai salah satu lembaga pelaksana. Selain itu,
penulis juga dapat mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan Asas
Kemudahan Berusaha di lembaga tersebut, sambil berharap bahwa hasil
penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi penelitian

yang akan datang.



b. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat umum mengenai implementasi Asas
Kemudahan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Batu. Selain itu, diharapkan pula bahwa bagi
mahasiswa/mahasiswi fakultas syariah, khususnya, penelitian ini akan
menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat dijadikan

referensi untuk masa depan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari adanya judul skripsi yang
membahas mengenai Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja
Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, maka penyusun perlu

mengemukakan secara jelas kata kunci dari judul tersebut:
1. Asas Kemudahan Berusaha

Kemudahan berusaha adalah konsep atau upaya yang dilakukan oleh
pemerintah atau berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan bisnis yang

lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudahan berusaha



bertujuan untuk mengurangi hambatan dan birokrasi yang seringkali

menghambat perkembangan usaha dan investasi di suatu negara atau wilayah.

2. Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan berbasis risiko adalah pendekatan dalam pemberian izin atau
lisensi kepada individu, Perusahaan oleh pemerintah atau otoritas yang
berwenang. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha
berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.® Pendekatan ini memungkinkan
pemerintah untuk mengelola sumber daya dan regulasi mereka dengan lebih
efisien sambil meminimalkan beban administratif yang tidak perlu. Dalam
perizinan berbasis risiko, pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan
evaluasi terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas atau bisnis yang akan
diizinkan. Ini mencakup identifikasi potensi dampak negatif dari aktivitas
tersebut terhadap masyarakat, lingkungan, atau pihak-pihak lain yang terlibat.
Aktivitas dengan risiko lebih tinggi akan menerima perhatian yang lebih besar,
sementara aktivitas dengan risiko yang lebih rendah mungkin memerlukan

regulasi yang lebih ringan.

3. Online Single Submission (OSS)
Online Single Submission (OSS) adalah sistem yang digunakan oleh

pemerintah untuk menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan dan

6 “PP No. 5 Tahun 2021.”
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pendaftaran usaha. Sistem OSS biasanya digunakan untuk mengintegrasikan
berbagai izin, perizinan, dan prosedur administratif yang diperlukan oleh
perusahaan atau individu untuk memulai atau mengoperasikan bisnis. ’Sistem
OSS mencakup berbagai jenis izin, seperti izin usaha, izin lingkungan, izin
bangunan, dan izin lainnya yang diperlukan sesuai dengan jenis bisnis yang
akan dijalankan. Tujuan utama dari OSS adalah untuk mengurangi birokrasi,
meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses perizinan dan pendaftaran
usaha.® Penggunaan OSS ini erat kaitannya dengan pendekatan perizinan
berbasis risiko. OSS mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai instansi
pemerintah yang terkait dengan perizinan. Hal ini membantu dalam analisis
risiko karena semua data dan informasi terkait dengan bisnis terpusat dalam

satu platform.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, analisis dilakukan melalui lima bab yang berbeda:
Pada BAB I, terdapat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, diikuti
oleh rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian. Selanjutnya, bab ini
menyajikan tujuan dan manfaat penelitian, beserta definisi operasional untuk
memudahkan pemahaman konsep yang terkait dengan judul skripsi. Sistematika

pembahasan juga diuraikan dalam bab ini untuk memandu proses penulisan.

7

“Implementasi OSS RBA Di Daerah | PDF,” accessed November 20, 2023,

https://id.scribd.com/document/619487679/Implementasi-OSS-RBA-di-Daerah.
8 Shandi Izhandri, “OSS dan Perkembangannya di Indonesia,” n.d.
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Pada BAB 11, disajikan tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian
sebelumnya. Tujuan dari bab ini adalah membedakan skripsi ini dari penelitian-
penelitian sebelumnya dan menghindari plagiarisme. Selain itu, bab ini
menjelaskan konsep teori yang mendukung penelitian, termasuk dasar hukum dari
berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, dan undang-undang.

BAB 111 merinci metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan
pengolahan data. Bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, sumber data,
serta teknik pengumpulan dan pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian.
Bab 1V mencakup hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai temuan
tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi karena memberikan jawaban
terhadap rumusan masalah yang diangkat. Potensialnya untuk menghasilkan
kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan juga
dijelaskan dalam bab ini.

Pada BAB V, terdapat kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran
yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan aplikasi

hasilnya, disertai dengan lampiran-lampiran hasil observasi.

12



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis telah melakukan tinjauan
pustaka yang relevan dengan tema judul penulis. Banyak penelitian terkait
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait dengan penerapan asas kemudahan
berusaha. Oleh karena itu sebagai penulis berupaya untuk mengadakan
analisis literatur terlebih dahulu guna menghindari kemiripan dengan
penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang
terkait dengan judul penulis:

1. Berliannizar Bunga Maharani, 2023, Efektivitas Pelayanan Perizinan
Melalui Sistem OSS-RBA Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Indramayu.® Penelitian ini merupakan
penelitian lapangan yang berfokus pada permasalahan terkait pelayanan
sistem OSS-RBA di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan
Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA yang
belum berjalan sesuai dengan harapan. Hasil dari penelitian ini ditemukan

masih ada beberapa factor yang menjadi kendala dalam meningkatkan

% Berliannizar Bunga Maharani, “Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Oss-Rba Pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Indramayu” (Other, Ipdn, 2023),
Http://Eprints.lpdn.Ac.1d/13715/.
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kulitas pelayanan ini. Salah satu factor utamanya adalah masih adanya
masyarakat yang lebih mengurus perizinan secara manual dengan dating ke
kantor. Padahal tujuan utama dari pemanfaatan system OSS-RBA ini adalah
untuk mengurangi waktu yang memberikan kemudahan kepada Masyarakat
dalam mengurus perizinan dari rumah.

. Aji Kusumardani, 2022, Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha
Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Studi Di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Provinsi
Lampung Tahun 2022.% Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang
berfokus pada permasalahan terkait implementasi kebijakan sistem Online
Single Submission (OSS) pada pelayanan perizinan dan mengidentifikasi
faktor penghambat dan penyebab, serta untuk menganalisa hasil temuan-
temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
kebijakan penerbitan izin usaha melalui Aplikasi Online Single Submission
(OSS) di DPMPTSP Provinsi Lampung pada tahun 2022 berhasil
dilaksanakan. Keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh empat faktor
utama. Pertama, dalam aspek komunikasi, kebijakan ini berhasil dalam hal
pemahaman oleh pelaksana, sosialisasi OSS, dan pemahaman oleh pelaku

usaha. Kedua, dari segi sumber daya, terdapat ketersediaan dan kualitas

10 Kusumardani Aji, “Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Melalui Aplikasi Online Single
Submission (Oss) Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp)
Provinsi Lampung Tahun 2022,” Skripsi (Universitas Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan llmu Politik,
July 17, 2023), Https://Digilib.Unila.Ac.1d/74063/.
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sumber daya yang memadai, walaupun sarana dan prasarana masih
memerlukan peningkatan. Ketiga, kebijakan disposisi dinilai cukup baik
dalam hal komitmen pelaksana dan kejujuran, meskipun kualitas demokrasi
masih perlu ditingkatkan. Keempat, implementasi kebijakan ini memiliki
struktur birokrasi yang cukup baik, walaupun terdapat kekurangan dalam
kejelasan prosedur standar. Meskipun demikian, terdapat tantangan dan
peluang dalam pelaksanaan kebijakan ini. Faktor pendukung mencakup
sumber daya infrastruktur dan sumber daya manusia yang ahli dalam
teknologi. Namun, faktor penghambat melibatkan kurangnya informasi
publik mengenai sistem OSS dan aspek baru, serta ketergantungan pada
pusat dalam pemeliharaan sistem tersebut. Berdasarkan temuan penelitian,
disarankan agar DPMPTSP Provinsi Lampung meningkatkan sosialisasi
dan publikasi mengenai sistem OSS, serta melakukan pemantauan
berkelanjutan terhadap sistem tersebut guna penyempurnaan yang
berkelanjutan.

3. Mutiara Tasya, 2022, Digitalisasi Sistem Pelayanan Perizinan di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.'Tipe
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan penelitian yaitu metode kualitatif. Data yang

111816041073 Mutiara Tasya, “Digitalisasi Sistem Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro,” Skripsi (Universitas Lampung: Fakultas Ilmu Sosial
Dan limu Politik, July 27, 2022), Https://Digilib.Unila.Ac.1d/64926/.
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dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan narasumber. Hasil dari
penelitian ini menjelaskan transformasi kebijakan digitalisasi dalam sistem
pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Metro. Fokus penelitian
melibatkan implementasi Aplikasi SICANTIK dan OSS RBA dalam
penyelenggaraan sistem perizinan. Meskipun Aplikasi OSS RBA saat ini
telah diterapkan, namun belum sepenuhnya matang, sehingga
menyebabkan banyak perubahan dan pembaruan yang harus dihadapi oleh
petugas/pegawai dan masyarakat. Perkembangan, perubahan, serta
penolakan pengajuan izin pada aplikasi tersebut tidak selalu diinformasikan
melalui notifikasi otomatis, melainkan hanya melalui sosialisasi atau rapat
yang diselenggarakan. Oleh karena itu, pemohon yang izinnya ditolak harus
secara aktif memeriksa aplikasi tersebut. Frequent maintenance pada
aplikasi juga sering terjadi, mengakibatkan perlunya berbagai pembaruan
pada sistem.

4. Yohana Vin Angelina, 2021, Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan,
Dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha
Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Ptsp Kota Makassar.*?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris di Kota

Makassar dengan populasi DPMPTSP Kota Makassar dan Masyarakat yang

12 Yohana Vin Angelina, “Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan Pada
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Online Single Submission) di PTSP Kota
Makassar” (other, Universitas Hasanuddin, 2021), http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16152/.
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menggunakan Sistem OSS. Penelitian ini berfokus pada implementasi asas
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pada pelaksanaan pelayanan
perizinan berusaha secara elektronik (Online Single Submission) di PTSP
Kota Makassar dan efektivitas pelayanan perizinan berusaha secara
elektronik melalui sistem Online Single Submission sebagai rangka
meningkatkan pelayanan di PTSP Kota Makassar.

5. Nurhayati, Syamsuddin Maldun, Nurkaidah, 2022, Implementasi Sistem
Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Enrekang.”* Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang
berfokus pada bentuk Pelayanan Perizinan Usaha dan upaya apa yang
dilakukan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Kabupaten Enrekang dalam mengatasi persoalan perizinan usaha dengan
sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Enrekang. Hasil
penelitian ini menunjukkan Bentuk pelayanan perizinan usaha merujuk
pada cara Aparatur Sipil Negara di DPMPTSP memberikan layanan kepada
pemangku kepentingan, seperti komunikasi, pengelolaan sumber daya, dan
struktur birokrasi. Dalam konteks penerapan Peraturan Pemerintah Nomor

5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

13 Syamsuddin Maldun, “IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENREKANG” 4 (2022).
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Risiko, tujuan utamanya adalah meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha. Hal ini dicapai melalui penyelenggaraan penerbitan
perizinan usaha yang lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan
kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Pada pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di DPMPTSP Kabupaten Enrekang, terdapat beberapa hambatan
yang dihadapi. Diantaranya adalah minimnya pemahaman pelaku usaha
terhadap sistem, kurangnya pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha, dan
sulitnya akses internet di Indonesia Bagian Timur. DPMPTSP berupaya
mengatasi hambatan ini dengan memberikan pendampingan, berkoordinasi
dengan lembaga terkait, dan mengakui pentingnya pendidikan, pelatihan,
serta bimbingan teknis untuk memastikan kelancaran sistem Online Single
Submission.

6. Adam Jose Sihombing, 2020, Efektivitas Online Single Submission Risk
Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha Di kota
Denpasar.** Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana
dengan melakukan wawancara langsung kepada “Kepala Bidang
Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi

Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

14 Adam Jose Sihombing and Kadek Agus Sudiarawan, “Efektivitas Online Single Submission Risk
Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha Di Kota Denpasar,” Kertha Negara: Journal
limu Hukum 8, no. 11 (April 7, 2022): 73-83.
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Pintu Kota Denpasar”. Penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang

bagaimana proses atau implementasi dan pelaksanaan proses mendapatkan

izin berusaha melalui “Online Single Submission Risk Based Approach”

(OSS-RBA) vyang secara hukum telah diatur di dalam ‘“Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko”.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 1

No | Nama Peneliti Dan | Rumusan Masalah Hasil Penelitian Perbedaan
Judul Penelitian
1. | Berliannizar Bunga Bagaimana Hasil penelitian | Perbedaan
Maharani, 2023, tingkat menunjukkan terletak pada
Efektivitas efektivitas Penyelenggaraan objek
Pelayanan Perizinan pelayanan pelayanan  perizinan | penelitian

Melalui Sistem
OSS-RBA Pada
Dinas Penanaman
Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Satu  Pintu Di
Kabupaten

Indramayu.

perizinan melalui
Sistem OSS-
RBA?

. Apa saja faktor
pendukung serta
penghambat
pelayanan
perizinan melalui
Sistem OSS-
RBA?

. Apa upaya-upaya
dalam mengatasi
hambatan
tersebut?

melalui sistem OSS-
RBA vyang belum
berjalan sesuai
dengan harapan.
Hasil dari penelitian
ini ditemukan masih
ada beberapa faktor
yang menjadi kendala
dalam meningkatkan

kualitas  pelayanan
ini. Salah satu faktor
utamanya adalah
masih adanya
masyarakat yang
lebih mengurus
perizinan secara
manual dengan
dating ke kantor.

Padahal tujuan utama
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dari pemanfaatan
system OSS-RBA ini

adalah untuk
mengurangi  waktu
yang memberikan
kemudahan kepada
Masyarakat  dalam
mengurus  perizinan
dari rumah.
Aji  Kusumardani, Bagaimanakah Hasil penelitian | Perbedaan

2022, Implementasi

Kebijakan
Penerbitan Izin
Usaha Melalui
Aplikasi Online
Single Submission
(OSS) Studi Di
Dinas Penanaman
Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
(Dpmptsp) Provinsi
Lampung  Tahun
2022.

. Apa

Implementasi
Kebijakan
Penerapan lzin
Usaha Melalui
Aplikasi  Online
Single
Submission
(OSS) Studi di
Dinas
Penanaman
Modal
Pelayanan
Terpadu
Pintu
(DPMPTSP)
Provinsi
Lampung Tahun
2022?

dan

Satu

sajakah
Faktor
pendukung dan
faktor
penghambat
dalam
Implementasi
Kebijakan
Penerapan lzin
Usaha  Melalui
Aplikasi Online
Single

menunjukkan bahwa
penerapan kebijakan
penerbitan izin usaha
melalui Aplikasi
Online Single
Submission (OSS) di
DPMPTSP  Provinsi
Lampung pada tahun

2022 berhasil
dilaksanakan.
Keberhasilan
implementasi ini
dipengaruhi oleh

empat faktor utama.
Pertama, dalam aspek
komunikasi,

kebijakan ini berhasil
dalam hal
pemahaman oleh
pelaksana, sosialisasi

0SS, dan
pemahaman oleh
pelaku usaha. Kedua,
dari  segi  sumber
daya, terdapat
ketersediaan dan

kualitas sumber daya
yang memadai,
walaupun sarana dan
prasarana masih
memerlukan

peningkatan. Ketiga,

terletak pada
objek
penelitian
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Submission
(OSS) Studi di
Dinas
Penanaman
Modal
Pelayanan
Terpadu
Pintu
(DPMPTSP)
Provinsi
Lampung Tahun
2022?

dan

Satu

kebijakan  disposisi
dinilai cukup baik
dalam hal komitmen
pelaksana dan
kejujuran, meskipun
kualitas  demokrasi
masih perlu
ditingkatkan.
Keempat,
implementasi
kebijakan ini
memiliki struktur
birokrasi yang cukup
baik, walaupun
terdapat kekurangan
dalam kejelasan
prosedur standar.
Meskipun demikian,
terdapat  tantangan
dan peluang dalam
pelaksanaan
kebijakan ini. Faktor
pendukung
mencakup  sumber
daya infrastruktur
dan sumber daya
manusia yang ahli
dalam teknologi.
Namun, faktor
penghambat
melibatkan
kurangnya informasi
publik mengenai
sistem OSS dan aspek
baru, serta
ketergantungan pada
pusat dalam
pemeliharaan sistem
tersebut. Berdasarkan
temuan  penelitian,
disarankan agar
DPMPTSP  Provinsi
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Lampung
meningkatkan

sosialisasi dan
publikasi mengenai
sistem OSS, serta
melakukan
pemantauan
berkelanjutan
terhadap sistem
tersebut guna

penyempurnaan yang
berkelanjutan.

Mutiara Tasya,
2022, Digitalisasi
Sistem  Pelayanan
Perizinan di Dinas
Penanaman Modal
Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Metro.

=

Bagaimanakah

digitalisasi
sistem pelayanan
perizinan di

DPMPTSP Kota
Metro
dilaksanakan dan
keikutsertaan
Pemerintah
Daerah dalam hal
tersebut?

Apa yang
menjadi  faktor
pendukung dan
penghambat
dalam penerapan
digitalisasi
sistem pelayanan
perizinan di
DPMPTSP Kota
Metro?

Hasil dari penelitian
ini menjelaskan
transformasi
kebijakan digitalisasi
dalam sistem
pelayanan perizinan
di DPMPTSP Kota
Metro. Fokus
penelitian melibatkan
implementasi
Aplikasi SICANTIK
dan OSS RBA dalam
penyelenggaraan
sistem perizinan.
Meskipun  Aplikasi
OSS RBA saat ini
telah diterapkan,
namun belum
sepenuhnya matang,
sehingga
menyebabkan banyak
perubahan dan
pembaruan yang
harus dihadapi oleh
petugas/pegawai dan
masyarakat.
Perkembangan,
perubahan, serta
penolakan pengajuan

Perbedaan
terletak pada
objek
penelitian
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izin pada aplikasi
tersebut tidak selalu
diinformasikan
melalui notifikasi
otomatis, melainkan
hanya melalui
sosialisasi atau rapat
yang
diselenggarakan.
Oleh  karena itu,
pemohon yang
izinnya ditolak harus

secara aktif
memeriksa aplikasi
tersebut.  Frequent
maintenance  pada

aplikasi juga sering
terjadi,
mengakibatkan

perlunya  berbagai
pembaruan pada
sistem.

Yohana Vin
Angelina, 2021,
Implementasi Asas
Kecepatan,
Kemudahan, Dan
Keterjangkauan
Pada Pelaksanaan

Pelayanan Perizinan
Berusaha  Secara
Elektronik (Online
Single Submission)
Di Ptsp Kota
Makassar.

1. Bagaimana

Implementasi
asas kecepatan,
kemudahan,
dan
keterjangkauan
pada
pelaksanaan
pelayanan
perizinan
berusaha secara
elektronik
(Online Single
Submission) di
PTSP Kota
Makassar?

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa:

(1) Penerapan asas
kecepatan,
kemudahan, dan
keterjangkauan
dalam pelayanan
perizinan usaha
melalui sistem
elektronik  (Online
Single  Submission)

di Kota Makassar
telah berjalan secara
optimal meski belum
mencapai tingkat
kesempurnaan yang
diinginkan; beberapa
aspek perlu
pengembangan,

Perbedaan
terletak pada
objek
penelitian
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Bagaimana terutama terkait
efektivitas informasi dan
pe|ayanan sosialisasi. 2
perizinan Efektivitas  Sistem
berusaha secara | ©OSS di Kota Makassar
elektronik d_apat_dil_Jkur mela!ui
melalui  sistem tiga |nd|ka'tor, yaitu
Online  Single adanya tujuan dan
. . | sasaran dalam
Submission di | jnjementasi  OSS,
PTSP Kota kepuasan
Makassar? masyarakat, dan
ketersediaan sarana
prasarana pelayanan.
Oleh  karena itu,
peneliti memberikan
rekomendasi agar (1)
PTSP Kota Makassar
meningkatkan kinerja
layanan kepada
masyarakat, dan (2)
PTSP Kota Makassar
lebih fokus
meningkatkan unsur
pelayanan yang
masih belum optimal.
Nurhayati, Bagaimana Hasil penelitian ini | Perbedaan
Syamsuddin bentuk pelayanan | menunjukkan Bentuk | terletak pada
Maldun, Nurkaidah, perizinan usaha | pelayanan perizinan | pembahasan.
2022, Implementasi pada Dinas | usaha merujuk pada | Pada
Sistem Online Penanaman cara Aparatur Sipil | penelitian
Single Submission Modal dan | Negara di DPMPTSP | terdahulu
(Oss) Dalam Pelayanan memberikan layanan | membahas
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu | kepada  pemangku | mengenai
Usaha Pada Dinas Pintu kepentingan, seperti | bentuk
Penanaman Modal (DPMPTSP) di | komunikasi, Pelayanan
Dan Pelayanan Kabupaten pengelolaan sumber | Perizinan
Terpadu Satu Pintu Enrekang? daya, dan struktur | Usaha dan
Kabupaten . Apa upaya apa | birokrasi. Dalam | upaya yang
Enrekang. yang dilakukan | konteks  penerapan | dilakukan
oleh Dinas | Peraturan Pemerintah | dalam
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Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu

Pintu (DMPTSP)

dalam mengatasi
persoalan
perizinan usaha
dengan  sistem
Online Single
Submission
(OSS) di
Kabupaten
Enrekang?

Nomor 5 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan
Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko,
tujuan utamanya

adalah meningkatkan

ekosistem  investasi
dan kegiatan
berusaha. Hal ini
dicapai melalui

penyelenggaraan
penerbitan perizinan
usaha vyang lebih
efektif dan sederhana,
serta pengawasan
kegiatan usaha yang
transparan,
terstruktur, dan sesuai
dengan ketentuan
perundang-undangan
yang berlaku. Pada
pelaksanaan

Pelayanan  Terpadu
Satu Pintu di
DPMPTSP

Kabupaten Enrekang,
terdapat beberapa
hambatan yang
dihadapi.

Diantaranya adalah
minimnya

pemahaman pelaku
usaha terhadap
sistem,  kurangnya
pemenuhan

komitmen oleh
pelaku usaha, dan
sulitnya akses

mengatasi
persoalan
perizinan
usaha
dengan
sistem
Online
Single
Submission
(0SS)
Sedangkan
penulis akan
membahas
implementas
i asas
kemudahan
berusaha
dalam
Peraturan
Pemerintah
No.5 Tahun
20221.
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internet di Indonesia
Bagian Timur.
DPMPTSP berupaya
mengatasi hambatan
ini dengan
memberikan
pendampingan,
berkoordinasi dengan
lembaga terkait, dan
mengakui pentingnya
pendidikan,
pelatihan, serta
bimbingan teknis
untuk  memastikan
kelancaran sistem
Online Single
Submission.

Adam Jose
Sihombing, 2020,
Efektivitas Online
Single Submission
Risk Based
Approach  (OSS-
RBA) Dalam

Perizinan Berusaha
Di kota Denpasar.

Bagaimana
pelaksanaan
“Online Single
Submission”
Berbasis Risiko
dalam  rangka
percepatan
perizinan di
Kota Denpasar?
Bagaimana
efektivitas
“Online Single
Submission”
Berbasis Risiko
dalam  upaya
percepatan
perizinan di
Kota Denpasar?

Hasil dari penelitian
ini menunjukkan
bahwa implementasi
OSS-RBA telah
dilaksanakan dan
berhasil ~ mencapai
tingkat  efektivitas
dalam usaha
mempercepat proses
perizinan di Kota
Denpasar sesuai
dengan ketentuan
dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.

Meskipun demikian,
sistem "Online Single
Submission”  tetap
relevan dengan
perkembangan zaman

Perbedaan
terletak pada
pembahasan.
Pada
penelitian
terdahulu
membahas
mengenai
tata cara dan
alur  proses
pelaksanaan
dalam
mendapatkan
perizinan
berusaha
melalui
system
elektronik
“Online
Single
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dan terus mengalami | Submission”

pengembangan
seiring  berjalannya
waktu, bertujuan | Sedangkan

untuk  mengurangi penulis akan
permasalahan  yang | membahas
terkait dengan proses | Implementas

perizinan. | asas
kemudahan

berusaha
dalam
Peraturan
Pemerintah
No.5 Tahun
2021.

B. Kerangka Teori

1. lzin Usaha

a. Pengertian Perizinan Usaha

Izin, juga dikenal sebagai vergunning, merupakan persetujuan yang
diberikan oleh penguasa sesuai dengan hukum atau peraturan pemerintah
untuk melakukan aktivitas tertentu yang melanggar ketentuan larangan
dalam peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu. Selain itu,
izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pembebasan dari larangan
tertentu.?

Utrecht menjelaskan bahwa vergunning merujuk pada situasi di

mana pembuat peraturan tidak secara umum melarang suatu tindakan, tetapi

15 “Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik / Adrian Sutedi | Perpustakaan Mahkamah
Konstitusi,” accessed September 24, 2023, https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10085.
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tetap mengizinkannya asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan untuk setiap kasus spesifik. Dalam konteks ini, tindakan
administrasi negara yang memberikan izin untuk tindakan tersebut disebut
sebagai suatu izin (vergunning).®

Menurut pandangan beberapa ahli, izin memiliki beragam makna
selain dari yang telah diuraikan sebelumnya. Marbun dan Mahfud, sebagai
contoh, menjelaskan bahwa izin dapat didefinisikan sebagai keadaan di
mana pembuat peraturan, secara umum, tidak melarang suatu tindakan
selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka
menekankan bahwa izin dalam konteks ini terkait dengan tindakan
Administrasi Negara yang memberikan persetujuan untuk melakukan suatu
perbuatan.?’

Lutfi Efendi menjelaskan bahwa izin merupakan persetujuan dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang
memungkinkan seseorang untuk melanggar ketentuan larangan
perundangan dalam situasi tertentu. Pengertian izin juga dapat dimaknai

sebagai dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan.*®

16 «Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan | Maulana | Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum,
Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial,” accessed September 24, 2023, https://jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5088.

7 Juhaya S. Praja, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara / SF. Marbun, Moh. Mahfud (Liberty,

18 “Pokok-Pokok Hukum Administrasi / Lutfi Effendi | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” accessed
September 24, 2023, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=466802.
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Vander Pot menyatakan bahwa, meskipun izin umumnya dianggap
sebagai tindakan peraturan yang sulit dibenarkan, ia merinci pendekatannya
dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk setiap situasi
khusus. Dengan kata lain, proses pemberian izin melibatkan serangkaian
kegiatan yang mencakup pemeriksaan obyek izin dengan Kriteria yang
substansialnya bergantung pada pihak yang memiliki kepentingan terhadap

objek tersebut.*

Secara keseluruhan, izin merujuk pada persetujuan yang diberikan
oleh pihak berwenang berdasarkan hukum atau regulasi pemerintah dalam
situasi tertentu, yang memungkinkan untuk melanggar beberapa ketentuan
larangan hukum. Proses perizinan melibatkan pemberian keabsahan hukum
kepada individu, pelaku usaha, atau suatu kegiatan khusus, baik melalui
pemberian izin resmi maupun pendaftaran usaha. Dalam ranah hukum
administrasi, izin seringkali menjadi instrumen yang umum digunakan
untuk mengatur tingkah laku warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan
sebagai bentuk pengecualian, pembebasan, atau keringanan dari larangan
tertentu. Pengertian konsep izin dapat bervariasi tergantung pada

konteksnya, baik dalam lingkup yang sempit maupun yang lebih luas:

19

“Pengantar Hukum Perizinan | WorldCat.Org,” accessed September 24, 2023,

https://www.worldcat.org/title/Pengantar-hukum-perizinan/oclc/69433771.
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Izin dalam pengertian luas merujuk pada segala hal yang
menghasilkan konsekuensi kurang lebih serupa, di mana seseorang diberi
persetujuan dalam bentuk tertentu untuk melakukan sesuatu yang
seharusnya dilarang. Ketika berkaitan dengan kepentingan umum, izin
merupakan persetujuan dari penguasa yang didasarkan pada hukum atau
peraturan pemerintah dalam situasi khusus, yang bertentangan dengan
aturan-aturan yang melarang.

Izin dalam pengertian yang lebih sempit merujuk pada suatu
tindakan yang dilarang, kecuali jika diberikan persetujuan, dengan maksud
untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ketentuan-ketentuan yang
terkait dengan persetujuan tersebut untuk setiap kasus. Dalam kamus istilah
hukum, izin dijelaskan sebagai persetujuan atau izin yang diberikan oleh
pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang
diperlukan untuk tindakan yang umumnya memerlukan pengawasan
khusus, namun biasanya tidak dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya
tidak diinginkan.?°

Perizinan dapat diartikan sebagai implementasi dari fungsi
pengaturan dan kontrol yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap

kegiatan masyarakat. Jenis-jenis perizinan melibatkan proses pendaftaran,

20 «Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam
Kerangka Pembangunan Berkelanjutan | Adharani | Bina Hukum Lingkungan,” accessed September 24,
2023, http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v2n1.1.
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rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan pemberian izin untuk
menjalankan suatu usaha. Biasanya, organisasi perusahaan atau individu
diharuskan memperoleh atau memiliki izin tersebut sebelum mereka dapat
menjalankan kegiatan atau tindakan tertentu. Melalui pemberian izin,
pengusaha memberikan persetujuan kepada pemohon untuk melaksanakan
tindakan-tindakan tertentu, meskipun sebenarnya tindakan tersebut
dilarang, dengan tujuan memperhatikan kepentingan umum yang
memerlukan pengawasan.?

Instrumen  perizinan berfungsi untuk mengarahkan dan
mengendalikan kegiatan tertentu, serta mencegah potensi bahaya yang
dapat muncul dari kegiatan tersebut. Tujuannya juga termasuk melindungi
objek-objek khusus, mengatur distribusi barang langka, dan melakukan
seleksi terhadap orang atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, setiap izin
pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Penting untuk diingat bahwa
wewenang dalam membatasi harus selalu mematuhi prinsip dasar negara
hukum, yang dikenal sebagai asas legalitas.?

Izin atau vergunning dapat diartikan sebagai “pemberian
pengecualian dari larangan tertentu.” Definisi ini menciptakan perbedaan

antara dispensasi dengan izin. Dispensasi muncul dari aturan yang pada

21 “Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik / Adrian Sutedi | Perpustakaan Mahkamah

22 “KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN | Maulana | Jurnal Justisia: Jurnal Iimu
Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial.”
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dasarnya melarang suatu tindakan, sementara izin berasal dari aturan yang
pada dasarnya tidak menghalangi suatu tindakan, tetapi memerlukan

pelaluan prosedur khusus untuk melakukannya.?

b. Fungsi Dan Tujuan Pemberian Izin

Fungsi dan tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Adrian

Sutedi**, bahwa ketentuan mengenai pemberian perizinan mempunyai:

a. Fungsi

Perizinan berperan sebagai alat penertib dan pengatur dalam
kehidupan masyarakat. Dalam fungsi penertib, tujuannya adalah untuk
memastikan bahwa aktivitas masyarakat tidak saling bertentangan,
sehingga tercipta ketertiban dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
Sebagai pengatur, izin menjadi elemen kunci dari perangkat hukum
dalam menjalankan pemerintahan. Ini merupakan norma penutup dalam
serangkaian norma hukum, di mana izin menjadi manifestasi dari
ketetapan tersebut. Sebagai contoh, izin termasuk dalam kategori
ketetapan konstitutif, yang artinya izin menciptakan hak baru yang
sebelumnya tidak dimiliki oleh individu yang namanya tercantum

dalam izin tersebut. Izin dibuat dengan memperhatikan ketentuan dan

2 Rifqy Maulana and Jamhir Jamhir, “KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN,” Jurnal
Justisia: Jurnal llmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 3, no. 1 (August 10, 2019):
90-115, https://doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5088.

24 «“Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik / Adrian Sutedi, S.H.,M.H. | OPAC Perpustakaan

Nasional RI.)” 193, accessed September 25, 2023,
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=722282.
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persyaratan yang mencakup aspek seperti persyaratan, hak dan
kewajiban, tata cara, jangka waktu berlaku, waktu pelayanan, biaya,
mekanisme komplain, penyelesaian sengketa, dan sanksi.?
b. Tujuan
Izin diberikan dengan tujuan untuk memberikan kontrol dan
pengawasan pemerintah terhadap kegiatan tertentu, yang diatur oleh
pedoman yang harus diikuti baik oleh pihak yang berkepentingan

maupun oleh pejabat yang memiliki wewenang.

c. Jenis-Jenis Izin Usaha
Tiap perusahaan yang didirikan oleh pelaku usaha pastinya
memiliki perbedaan dan memerlukan jenis izin yang beragam. Jenis izin
yang diperlukan tergantung pada bentuk usaha yang didirikan.
1) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
SIUP, yang merupakan suatu singkatan dari Surat Izin Usaha
Perdagangan, adalah perizinan operasional yang diberikan kepada
perusahaan atau badan usaha yang bergerak dalam sektor perdagangan.
Penerbitan SIUP dilakukan oleh pemerintah dan berperan sebagai bukti

legalitas dari keberlangsungan kegiatan perdagangan. Selain itu, SIUP

% “Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik | Adrian Sutedi, S.H.,M.H. | OPAC Perpustakaan
Nasional RI.,” 180.

%6 Ni Nyoman Nia Oktaviani and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi
Industri Kecil Dan Menengah (Ikm),” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 2 (May
1, 2022): 50411, https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664.
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2)

juga membantu meningkatkan reputasi usaha dan merupakan syarat
penting untuk partisipasi dalam tender, lelang, serta kegiatan ekspor dan
impor. Jenis-jenis SIUP meliputi SIUP Mikro, SIUP Kecil, dan SIUP
Menengah. Proses perolehan SIUP melibatkan langkah-langkah seperti
pengumpulan dokumen, pengisian formulir aplikasi, pembayaran
administrasi, dan penerimaan SIUP setelah mendapatkan persetujuan.
Jenis-jenis entitas usaha yang membutuhkan izin ini meliputi PT, CV,
Koperasi, dan lain sebagainya.

SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan izin yang diberikan oleh
pemerintah setempat kepada perusahaan, badan usaha, atau individu
yang membuka dan memiliki tempat usaha. Fungsinya adalah sebagai
dokumen identifikasi lokasi usaha yang sesuai untuk kegiatan bisnis.
SITU juga berperan dalam mematuhi peraturan pemerintah, mengurangi
potensi konflik, serta berfungsi sebagai bukti legalitas usaha. Proses
penerbitan SITU melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan
dokumen, pengisian formulir aplikasi, pembayaran administrasi, dan
pengambilan SITU setelah mendapatkan persetujuan. Terdapat
persyaratan dan tahapan penerbitan yang harus dipenuhi, termasuk
pengisian formulir SITU, mendapatkan pengesahan formulir
permohonan SITU, dan membayar biaya izin usaha. SITU juga

memiliki persyaratan perpanjangan, seperti melampirkan fotokopi IMB,
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3)

4)

fotokopi SITU sebelumnya, serta fotokopi STTS PBB dan SPPT tahun
terakhir.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia bertanggung
jawab atas pengawasan peredaran obat-obatan dan makanan, mirip
dengan European Medicines Agency (EMA). BPOM berada di bawah
tanggung jawab Presiden melalui menteri yang menangani urusan
pemerintahan di bidang kesehatan. Tugas utama lembaga ini adalah
melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan kosmetik,
dengan tujuan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar
untuk dapat beredar. Proses perolehan izin edar dari BPOM berlangsung
selama 30 hari, dan izin tersebut berlaku selama lima tahun. Produk
yang telah terdaftar di BPOM memiliki legalitas hukum, memberikan
jaminan terhadap kualitas produk, sehingga mendapatkan kepercayaan
konsumen dan lebih mudah diterima di pasar.

Merek

Merek merujuk pada nama, simbol, atau tanda khusus yang digunakan
untuk mengenali produk atau jasa yang berasal dari suatu perusahaan
atau kelompok tertentu. Berperan sebagai alat pemasaran yang efektif
dan efisien, merek digunakan untuk membangun minat, motivasi, dan
daya tarik pembelian bagi pelanggan. Selain itu, merek juga memiliki

kemampuan untuk menyampaikan informasi mengenai kualitas produk
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5)

atau jasa, menarik perhatian pembeli terhadap produk baru, dan
membentuk persepsi positif di kalangan konsumen.

Untuk melindungi merek secara hukum, langkah pendaftaran
diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan merek oleh
pihak lain. Merek yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) memiliki legitimasi hukum, memberikan jaminan terhadap
kualitas produk, dan dengan demikian, meningkatkan kepercayaan
konsumen serta memudahkan penerimaan di pasar. Jenis merek terbagi
menjadi tiga kategori, yaitu merek dagang, merek normal, dan merek
kasual. Proses pendaftaran merek mencakup pengumpulan dokumen,
pengisian formulir aplikasi, pembayaran administrasi, dan menerima
sertifikat merek setelah mendapatkan persetujuan.

Barcode

Barcode adalah suatu sistem representasi data dengan menggunakan
rangkaian garis paralel yang terdiri dari berbagai lebar dan jarak
tertentu. Setiap kombinasi lebar dan jarak tersebut mewakili karakter
atau angka tertentu. Barcode digunakan untuk menyimpan dan
membaca informasi, seperti kode identifikasi produk atau jasa, pada
suatu produk atau kemasannya.

Barcode seringkali digunakan dalam berbagai sektor, terutama dalam
industri  perdagangan dan logistik. Penggunaannya membantu

otomatisasi proses, termasuk proses checkout di toko, manajemen
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inventaris, dan pelacakan pengiriman barang. Barcode dapat dibaca
dengan menggunakan perangkat pemindai atau scanner barcode yang
membaca dan menerjemahkan informasi yang terkandung dalam
barcode.

Beberapa jenis barcode yang umum digunakan antara lain adalah UPC
(Universal Product Code), EAN (European Article Number), dan QR
Code (Quick Response Code). Setiap jenis memiliki karakteristik dan
kegunaan tertentu sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan industri yang

bersangkutan.

2. Asas Kemudahan Berusaha

Asas kemudahan berusaha merupakan suatu konsep dalam kerangka
regulasi bisnis dan lingkungan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan daya
tarik dan aksesibilitas bagi para pelaku usaha. Untuk menjelaskan prinsip ini
secara praktis, dapat diidentifikasi beberapa indikator atau elemen konkret yang
mencerminkan konsep tersebut. Salah satu cara operasional untuk mengukur
prinsip kemudahan berusaha adalah dengan menilai berapa lama waktu yang
diperlukan untuk memulai usaha baru, termasuk dalam hal ini proses perizinan

usaha dari awal hingga selesai. %

27 Simeon Djankov, “The Doing Business Project: How It Started: Correspondence,” Journal of
Economic Perspectives 30, no. 1 (2016): 247-48.
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Prinsip kemudahan berusaha adalah konsep yang menjamin
ketersediaan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan
usaha mereka. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti akses yang mudah
ke pasar, proses perizinan yang sederhana, kemudahan dalam memperoleh
modal, kelancaran dalam pengadaan bahan baku, dan kemudahan dalam
transportasi.?® Tujuan dari prinsip kemudahan berusaha adalah untuk
meningkatkan daya saing dan produktivitas para pelaku usaha, serta untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanggung jawab pemerintah adalah
menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pelaku usaha, termasuk
penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Fasilitas-fasilitas ini dapat
mencakup infrastruktur, prasarana, dan layanan publik yang memadai. Dengan
adanya prinsip kemudahan berusaha, diharapkan para pelaku usaha dapat
dengan lebih mudah dan cepat mengembangkan usaha mereka, memberikan
manfaat bagi masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan.

Selain itu, prinsip kemudahan berusaha juga dapat dinilai melalui
jumlah izin dan regulasi yang diperlukan, serta kompleksitas proses perizinan
tersebut. Hal ini mencakup jumlah izin, lisensi, atau regulasi yang harus
dipatuhi oleh pengusaha, dimana semakin banyak persyaratan tersebut, semakin

rendah tingkat kemudahan berusaha. Selain itu, penting juga untuk

28 Djankov.
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mempertimbangkan apakah proses perizinan tersebut sederhana, cepat, dan

transparan, atau justru rumit dan memakan waktu.

3. Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan berusaha adalah keabsahan yang diberikan kepada individu
atau entitas bisnis untuk memulai dan mengoperasikan usaha atau aktivitas
tertentu, sementara risiko merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian
akibat potensi bahaya.? Dengan demikian, izin usaha yang berbasis risiko
merujuk pada proses perizinan usaha yang didasarkan pada tingkat risiko dari
kegiatan usaha ("lzin Usaha Berbasis Risiko"). Pemerintah atau lembaga
pengatur akan mengidentifikasi risiko yang terkait dengan berbagai jenis
aktivitas atau bisnis, yang mencakup aspek lingkungan, keamanan, kesehatan,
atau keuangan. Setelah risiko diidentifikasi, aktivitas atau bisnis tersebut
dikelompokkan berdasarkan tingkat risikonya. Kegiatan dengan risiko tinggi
akan mendapatkan perhatian lebih besar dalam proses perizinan. Persyaratan
perizinan ditetapkan berdasarkan klasifikasi risiko, di mana kegiatan dengan
risiko tinggi mungkin akan dikenakan persyaratan yang lebih ketat, sementara
kegiatan dengan risiko rendah mungkin dikenakan persyaratan yang lebih
sederhana. Setelah perizinan diberikan, pemantauan dan evaluasi terus menerus

dilakukan untuk memastikan bahwa pemegang izin tetap mematuhi persyaratan

29“PP No. 5 Tahun 2021,” accessed September 21, 2023, https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-
no-5-tahun-2021.
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dan risiko yang terkait dengan kegiatan tersebut tetap dalam batas yang dapat
diterima. Jika risiko dalam kegiatan berubah seiring waktu, izin dan persyaratan

dapat disesuaikan sesuai dengan perubahan tersebut.

Menerapkan pendekatan perizinan yang berbasis risiko dapat
membantu mengurangi keterbelitan birokrasi dan meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya pengawasan pemerintah. Namun, diperlukan
pemahaman mendalam tentang risiko yang terkait dengan berbagai aktivitas
dan bisnis, serta sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan kepatuhan

agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.

4. DPM-PTSP
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP) merupakan instansi pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki
tanggung jawab terkait perizinan dan pelayanan terkait investasi dan bisnis di
daerahnya.’®> DPM-PTSP memainkan peran krusial dalam memfasilitasi
investor dan pengusaha yang berkeinginan untuk menanam modal atau

membuka usaha di area yang mereka layani.

DPM-PTSP menyajikan layanan terpadu kepada investor dan pelaku
usaha, memungkinkan mereka untuk mengurus berbagai izin dan persyaratan

dengan lebih efisien. Kehadiran DPM-PTSP diharapkan dapat meningkatkan

30 “DPMPTSP | Layanan Kemudahan Perizinan Satu Atap,” accessed December 18, 2023,
https://dpmptsp.jatimprov.go.id/.
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transparansi, responsivitas, dan mengurangi kompleksitas dalam proses

investasi dan perizinan.

Fungsi utama DPM-PTSP adalah mempermudah proses perizinan dan
investasi bagi para pemohon, menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan
prosedur yang berlaku, serta menyediakan pelayanan terpadu dan efisien
kepada investor dan pengusaha yang beroperasi di wilayah tersebut.
Harapannya, dengan adanya DPM-PTSP, investasi dan perkembangan usaha di
Kota Batu dapat berjalan lebih lancar, berkontribusi pada pertumbuhan

ekonomi lokal, dan menciptakan peluang pekerjaan bagi penduduk setempat.
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BAB IlI
METODE PENELITIAN

Untuk menjalankan sebuah penelitian, penting untuk memilih metode yang
cocok dengan subjek penelitian tersebut. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat
berjalan sukses dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan
menerapkan teknik khusus, seorang peneliti dapat mencapai kebenaran yang obyektif

dan terarah. Dalam konteks penelitian ini, metode yang dipilih adalah:

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris yang fokus utamanya adalah perilaku masyarakat.
Metode penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data primer melalui interaksi

langsung dengan responden dan narasumber.3!

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, juga
dikenal sebagai penelitian lapangan yang mengeksplorasi penerapan ketentuan
hukum yang berlaku dan realitasnya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris
merupakan studi hukum yang fokus pada penerapan atau implementasi ketentuan
hukum normatif di lapangan, khususnya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi
dalam masyarakat. Atau dengan Kkata lain, suatu studi yang dilaksanakan terhadap

situasi aktual atau keadaan sebenarnya dalam masyarakat dengan tujuan untuk

31 David Tan, “METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI
DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM,” NUSANTARA: Jurnal limu Pengetahuan
Sosial 8, no. 8 (December 28, 2021): 246378, https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.
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mengungkap dan memahami fakta serta data yang diperlukan. Setelah
terkumpulnya data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi

masalah yang pada akhirnya akan diarahkan menuju penyelesaian masalah.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan
dalam maksud penyelidikan. Walaupun inti dari permasalahan yang diteliti serupa,
kadang-kadang peneliti dapat memilih salah satu dari beberapa metode pendekatan
yang tersedia untuk menangani masalah tersebut. Metode Yuridis empiris yaitu
metode dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis dan penelitian terhadap
praktek-praktek hukum yang terjadi dalam masyarakat atau dunia nyata.
Pendekatan ini melibatkan pengamatan, pengumpulan data dan analisis faktual
untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik
kehidupan sehari-hari. Yuridis empiris bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola
perilaku hukum, dan dampak dari kebijakan hukum dalam konteks nyata.

Dalam yuridis empiris, peneliti sering melakukan wawancara, observasi
lapangan, analisis dokumen, atau studi kasus untuk mengumpulkan data yang
relevan. Pendekatan ini membantu mengungkap aspek-aspek praktis dan realitas

sosial dari hukum, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam
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tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan institusi di dunia
nyata.?

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian penelitian skripsi ini, peneliti memutuskan lokasi untuk
mengumpulkan informasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Batu.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini terdiri
dari data utama yang menjadi fokus utama, dan juga data pendukung berupa

sumber hukum sekunder.

a. Data Primer
Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung
dari pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batu yang diwawancarai atau menjadi narasumber melalui
pengamatan secara langsung serta proses wawancara.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang berfungsi

sebagai penjelasan tambahan atau data pendukung yang digunakan sebagai

32 F, C. Susila Adiyanta, “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai
Instrumen Penelitian Hukum Empiris,” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 4 (November
8, 2019): 697-709, https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709.
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perbandingan, seperti yang dapat ditemukan dalam buku, jurnal penelitian,
e-book, dan dasar hukum yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks
penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku,
jurnal, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, umumnya terdapat tiga teknik
pengumpulan data yang sering dipakai, yaitu menganalisis dokumen atau sumber
pustaka, melakukan pengamatan langsung, dan melakukan wawancara. Dalam
konteks ini, penulis memilih menggunakan teknik pengamatan langsung dan
wawancara. Pengamatan langsung merupakan suatu metode pengumpulan data
di mana peneliti secara aktif mengamati serta mencatat fenomena atau peristiwa
secara langsung, tanpa melibatkan perantara atau penafsiran dari pihak lain.*
Dalam melakukan observasi langsung, peneliti aktif berada di lokasi atau situasi
di mana fenomena itu terjadi, dengan maksud menghimpun data yang akurat dan
rinci mengenai perilaku, interaksi, atau karakteristik subjek yang sedang diamati.

Di samping itu, penulis juga menggunakan pendekatan wawancara
sebagai metode pengumpulan data. Wawancara merupakan bentuk komunikasi
formal antara dua pihak, yakni pewawancara (peneliti atau pemberi wawancara)

dan responden (orang yang diwawancarai), dengan tujuan memperoleh

33 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer” 7 (April 1, 2020): 20-33, https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.
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informasi, pendapat, pandangan, atau pengalaman dari responden terkait topik
atau pertanyaan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau
melalui media komunikasi seperti telepon atau video conference.?

Dalam konteks penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara, yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam
mengenai pandangan, sikap, motivasi, atau pengetahuan responden terkait
dengan subjek penelitian. Wawancara dapat diarahkan secara terstruktur,
mengikuti daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, atau bersifat tidak
terstruktur, memungkinkan interaksi yang lebih bebas dan mendalam

F. Metode Pengelolaan Data

Setelah memperoleh semua data dalam penelitian ini, langkah berikutnya
adalah menerapkan prosedur yang tepat untuk mengelola dan menganalisis data
sesuai dengan pendekatan yang telah digunakan. Dalam konteks metode penelitian
ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis isi atau
content analysis, yang tidak melibatkan statistik.3 Peneliti menggunakan langkah-

langkah berikut dalam menganalisis data:

3% “Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan,”
accessed September 25, 2023, https://repository.penerbiteureka.com/publications/560921/metodologi-
penelitian-pendekatan-praktis-dalam-penelitian-untuk-mahasiswa-d4s1-t.

%5 Jozef Raco, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya” (OSF Preprints,
July 18, 2018), https://doi.org/10.31219/0sf.io/mfzuj.
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a. Editing (Pemeriksaan Data)

Dalam konteks metode penelitian, "editing” mengacu pada suatu
proses revisi dan perbaikan naskah atau dokumen penelitian. Proses editing
ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tulisan dan memastikan bahwa
dokumen penelitian memenuhi standar akademik dan metodologis yang
diinginkan kesesuaian dan relevansinya. Proses editing mencakup evaluasi
terhadap data yang telah terhimpun, dengan penekanan pada kelengkapan
respons, kejelasan penyampaian, keterbacaan teks, dan hubungan yang
sesuai serta relevan dengan informasi lainnya.** Hal ini bertujuan untuk
menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan untuk
memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

Classifying (Klasifikasi)

"Classifying" atau "Klasifikasi" adalah proses pengelompokan atau
pengkategorian suatu objek atau data ke dalam kelas atau kategori tertentu
berdasarkan ciri-ciri atau atribut tertentu. Tujuan utama dari Kklasifikasi
adalah untuk membuat sistem atau struktur yang membantu dalam
mengorganisir, mengelompokkan, dan memahami data atau objek dengan
lebih efisien. Proses klasifikasi melibatkan pengelompokan semua data,

termasuk yang diperolen dari wawancara dengan subjek penelitian,

36 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian / Cholid Narbuko, DKk, ed. 1 cet. 13 (Bumi Aksara, 2013),

85.
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pengamatan lapangan, dan pencatatan langsung. Seluruh informasi yang
terkumpul tersebut dianalisis secara cermat, kemudian dikelompokkan
sesuai dengan kebutuhan yang ada.?” Hal ini dilakukan untuk memudahkan
pembacaan dan pemahaman data yang telah dikumpulkan, sekaligus
menyediakan informasi objektif yang diperlukan oleh peneliti. Selanjutnya,
data-data tersebut disortir berdasarkan kesamaan dalam bagian-bagian,
berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan informasi dari dokumen yang
diperoleh.
c. Analysing (Analisis Data)

"Analysing” atau "Analisis" merujuk pada proses memeriksa,
menyelidiki, dan memahami unsur-unsur suatu objek atau situasi untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atau mendapatkan
wawasan Yyang lebih rinci. Dalam konteks yang lebih luas, analisis
melibatkan pemecahan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang
lebih kecil atau mengidentifikasi pola, hubungan, atau struktur yang
mungkin tidak terlihat secara langsung. Analisis data merupakan suatu
proses untuk menetapkan aturan data, mengelompokkannya ke dalam pola
kategori, dan membuat deskripsi dasarnya.

d. Concluding (Kesimpulan)

37 “Metodologi Penelitian Kualitatif | Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. | OPAC Perpustakaan
Nasional RL,” 104-5, accessed September 25, 2023,
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305.
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Selanjutnya, langkah terakhir dalam proses pengolahan data
disebut kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi data terkait dengan objek
penelitian peneliti. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan langkah
ini adalah "concluding”, yang mencakup hasil dari tiga proses sebelumnya:
editing, classifying, dan verifying.

Pada tahap akhir ini, peneliti menyajikan beberapa poin untuk
merangkum jawaban terhadap pertanyaan dalam rumusan masalah, yang
mencakup kesimpulan tentang Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang
Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan
Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berbasis Risiko. (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batu). Serta Kendala Implementasi Pasal 2 Huruf
C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam
Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berbasis Risiko (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Batu).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batu
1. Kondisi Geografis

Kota Batu terletak dalam rentang geografis antara 7"44'55,11'
hingga 8"26'35,45' lintang selatan, dan 112"17'10,90" hingga 112"57'00,00'
bujur timur. Batas Kota Batu adalah sebagai berikut: a) Di utara, berbatasan
dengan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. b) Di selatan, berbatasan
dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. c) Di
timur, berbatasan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau,
Kabupaten Malang. d) Di barat, berbatasan dengan Kecamatan Pujon,
Kabupaten Malang. Keseluruhan luas Kota Batu adalah sekitar 199,09 km2
(19.908,72 ha) atau sekitar 0,42% dari total luas Jawa Timur. Wilayah ini
sebagian besar terdiri dari lereng perbukitan daripada dataran. Kota Batu
memiliki tiga gunung yang berbeda, yaitu Gunung Panderman (2.010
meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter).
Kota Batu berada pada ketinggian rata-rata 862 meter di atas permukaan
laut. Dengan demikian, sebagian besar wilayah Kota Batu terletak di daerah
perbukitan atau lereng.

Kota Batu terbagi menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Batu,
Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji. Kecamatan Bumiaji memiliki

luas wilayah terbesar, mencapai 127, 98 kilometer persegi, dan juga

50



merupakan wilayah tertinggi di Kota Batu dengan ketinggian mencapai 950
meter di atas permukaan laut (MDPL).

Kecamatan Batu menduduki posisi kedua dalam hal luas wilayah,
mencapai 45,46 Km2, serta ketinggian mencapai 897 MDPL. Sementara
itu, Kecamatan Junrejo berada di peringkat ketiga dengan wilayah seluas
25,65 Km2 dan ketinggian mencapai 739 MDPL. Dengan berdasarkan
penjelasan ini, Kota Batu dapat dibagi menjadi tiga wilayah berbeda dengan
warna yang berbeda. Wilayah berwarna biru muda mewakili Bumiaji yang
terdiri dari 9 desa/kelurahan, yaitu Sumber Brantas, Sumber Gondo,
Bulukerto, Tulungrejo, Punten, Gunung Sari, Bumiaji, Pandanrejo, dan
Giripurno. Wilayah berwarna coklat muda mewakili Kecamatan Batu
dengan 8 desa/kelurahan, termasuk Sidomulyo, Sumberejo, Songgokerto,
Sisir, Temas, Ngaglik, Pesanggrahan, dan Oro-Oro Ombo. Sementara
wilayah berwarna biru tua merupakan Kecamatan Junrejo yang terdiri dari
7 desa/kelurahan, termasuk Torongrejo, Beji, Mojorejo, Pendem,
Dadaprejo, Junrejo, dan Tlekung.

Kondisi Demografis

Kepadatan penduduk Kota Batu terus meningkat tiap tahunnya
sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun 2016, populasi
Kota Batu mencapai 202.319 individu, dan mengingat wilayahnya yang
seluas 199,08 km2, maka tingkat kepadatan penduduknya adalah 1.080 jiwa

per kilometer persegi. Faktor yang mendorong hal ini adalah status Kota
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Batu sebagai daerah otonomi baru yang menjadi tujuan utama untuk
aktivitas ekonomi.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Batu terus meningkat setiap
tahunnya sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus
berlanjut. Penyebab utama peningkatan ini adalah status Kota Batu sebagai
otonomi daerah baru yang menjadi magnet bagi kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2015, Kecamatan Batu menjadi pusat aktivitas
pemerintahan dan ekonomi, dengan populasi mencapai 50.262 jiwa laki-
laki (LK) dan 49.423 jiwa perempuan (PR). Sementara itu, Kecamatan
Bumiaji menempati peringkat kedua dengan jumlah penduduk sekitar
31.204 jiwa laki-laki (LK) dan 30.674 jiwa perempuan (PR). Kecamatan
Junrejo, yang memiliki populasi terkecil, mencapai 27.007 jiwa laki-laki
(LK) dan 26.401 jiwa perempuan (PR). Penting dicatat bahwa kecamatan
ketiga di Kota Batu memiliki rasio jenis kelamin di atas 100%,
menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki melebihi jumlah penduduk
perempuan.

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu

Lokasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu satu Pintu Kota Batu adalah sebuah bagian dari Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan sebagai lembaga untuk

mendukung dan memfasilitasi sumber keuangan serta perekonomian
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daerah. Namun, pada kenyataannya, manajemen kedua komponen strategis
tersebut belum optimal, sehingga belum dapat memberikan kontribusi
signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Sebagai entitas pemerintahan daerah yang masih baru dan
menghadapi tantangan dalam mencapai stabilitas, terdapat sejumlah
permasalahan yang perlu diatasi dan disiapkan agar kinerja optimal dapat
tercapai. Oleh karena itu, perencanaan makro dan teknis yang terkait
dengan program-program dan kegiatan instansi menjadi sangat penting
sebagai pedoman untuk menetapkan langkah-langkah operasional instansi.
Dengan pertimbangan ini, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
(DPM-PTSP) Kota Batu, sebagai bagian dari satuan kerja pemerintah Kota
Batu, merancang rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang
mencakup program-program strategis yang berkaitan dengan bisnis dan
pelayanan perizinan terpadu. Rencana kerja ini juga menjadi landasan
untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebagai upaya memberikan pelayanan optimal kepada
masyarakat, Pemerintah Kota Batu telah mengeluarkan peraturan wali kota
batu nomor 27 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian
tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu.

Dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Batu yang memiliki tanggung jawab dan
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wewenang dalam pelayanan perizinan serta penanaman modal di wilayah
tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada
masyarakat, terutama dalam hal perizinan dan pengembangan penanaman
modal di Kota Batu.

Dengan didirikannya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Batu, yang bertanggung jawab atas pelayanan
perizinan dan penanaman modal di daerah tersebut, diharapkan dapat
tercapai peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya
dalam hal perizinan dan pengembangan penanaman modal di Kota Batu.

Bersamaan dengan meningkatnya usaha pemerintah dalam
meningkatkan pelayanan, terutama dalam hal perizinan, penerbitan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan dorongan
yang kuat dan motivasi kepada Pemerintan Daerah untuk segera
mewujudkan PTSP. Dalam pedoman Permendagri ini terdapat 13 tahap
yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk:

1. Harmonisasi persepsi mengenai PTSP
2. Membangun komitmen

3. Persiapan dana melalui anggaran APBD
4. Rencana besar penyelenggaraan PTSP
5. Perumusan kebijakan terkait PTSP

6. Pengembangan standar pelayanan
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7. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP)
8. Pengaturan mekanisme pengaduan

9. Persiapan fasilitas dan infrastruktur

10. Persiapan sumber daya manusia PTSP

11. Pembentukan sistem basis data

12. Kampanye penyadaran masyarakat tentang PTSP

13. Sistem pemantauan dan evaluasi.

Pemerintah Kota Batu telah melewati 13 tahap yang bertujuan
untuk mengimplementasikan layanan perizinan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip pelayanan publik di lingkungan pemerintah setempat.
Proses ini dimulai sejak tahun 2009 ketika Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 13 Tahun 2009 diterbitkan, mengubah Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2008 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah
Kota Batu. Perubahan tersebut menciptakan Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu (KPPT). Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor
4 Tahun 2013 yang memodifikasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009,
status KPPT ditingkatkan menjadi Badan Penanaman Modal (BPM).
Namun, perlu dicatat bahwa keberadaan layanan terpadu satu pintu ini

belum dapat berjalan sesuai dengan harapan, dikarenakan kurangnya
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dukungan dari Pemerintah Pusat terkait infrastruktur yang diperlukan
untuk operasionalisasi layanan ini.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas
Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu

Faktor perizinan merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan
dalam menjalankan bisnis. Prinsip dasar yang wajib dipahami dan diemban oleh
para pelaku usaha adalah perolehan izin usaha. Untuk mendukung kelancaran
operasional, setiap usaha diharuskan memiliki izin sebagai tanda legalitas yang
melekat pada keberlangsungan usaha tersebut.®® lzin merupakan salah satu
bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan oleh pemerintah dan berperan sebagai
kontrol terhadap aktivitas masyarakat. Kemudahan dalam berusaha menjadi
aspek krusial dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia, sejalan dengan
upaya mencapai tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu misi dari Pemerintah saat ini, terutama dalam misi ketiga, adalah

mengurangi hambatan investasi, sementara dalam misi keempatnya fokus pada

38 Toman Sony Tambunan dan Wilson R. G. Tambunan, Hukum Bisnis (Prenada Media, 2019).
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reformasi birokrasi, dengan percepatan layanan dan penerbitan izin menjadi
salah satu poin penting.*

Izin tidak hanya diberikan sebagai perkenan dalam situasi-situasi
khusus, melainkan juga sebagai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan
yang diizinkan dengan cara tertentu, di mana berbagai persyaratan dicantumkan
dalam peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian, secara umum, perizinan
dapat diartikan sebagai pemberian izin atau persetujuan untuk melaksanakan
tindakan tertentu. Di Indonesia, terdapat istilah perizinan berusaha yang pada
dasarnya merupakan izin yang harus dimiliki oleh Pelaku Usaha agar dapat
menjalankan kegiatan usahanya. Ada berbagai jenis izin yang harus diperoleh
agar kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang
berlaku umum untuk semua sektor usaha maupun yang khusus berlaku untuk
sektor-sektor tertentu. Dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan perekonomian nasional, Usaha Kecil dan Menengah diakui
sebagai sektor yang mampu menyerap lapangan kerja dan memberikan
kontribusi ekonomi kepada masyarakat.*

Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu di daerah telah

mempermudah dan menyederhanakan pengurusan perizinan. Pengaturan

39 Twotik Lestariningtyas and Muhammad Roqib, “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem
Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oss 1.1 Dan Oss Rba (Risk Basic
Approach),” Jurnal Jendela Hukum 8, no. 2 (September 15, 2021): 25-34,
https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576.

40 Wiwik Sri Widiarty, Perlindungan Hukum Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen
(Jakarta: UK Press, 2019), 5, http://repository.uki.ac.id/1081/.
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pelaksanaan perizinan di daerah berupaya diatur secara elektronik dari tahap
permohonan hingga penerbitan dokumen, yang dilakukan secara terpadu
melalui satu pintu. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batu bertanggung jawab atas
pelaksanaan perizinan di daerah Kota Batu.*

Demi memastikan bahwa perizinan dilakukan secara menyeluruh,
jelas, dan berkesinambungan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 ini bertujuan untuk
memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi para pelaku usaha. Dalam
Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja, asas kemudahan berusaha menjadi salah
satu poin penting yang harus diterapkan dalam perizinan berbasis risiko ini. Hal
ini merupakan langkah untuk mempercepat dan meningkatkan investasi dan
usaha.

Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)
merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk
memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat
risiko kegiatan usaha. Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-
RBA\) dapat diakses oleh semua warga yang ingin mendaftarkan kegiatan usaha

secara nasional, dengan salah satu pintu akses yang berada di Dinas Penanaman

41 Olah Data Wawancara Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Batu (Okt. 2023)
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu. Sistem Online Single
Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), sudah menggunakan teknologi
informasi yang canggih untuk menciptakan sistem yang terintegrasi.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada salah satu pegawai
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu, Bapak
Saiful, beliau mengatakan “Sistem OSS-RBA ini merupakan produk baru bagi
DPM-PTSP yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sistem ini seringnya dipakai
oleh pelaku usaha bukan hanya di Kota Batu saja tetapi dari sabang sampai
merauke sekarang juga pakai sistem dari peraturan ini, Sebenarnya mengenai
perizinan usaha sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
dulu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang sama
mengurus izin cuma sekarang diperluas sistem nya bernama OSS-RBA "+

Beliau juga mengatakan “Bahwa untuk saat ini semua perizinan yang
dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Batu harus sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yaitu harus dilakukan melalui sistem
perizinan yang Bernama OSS-RBA "*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya
perizinan yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha wajib dilakukan melalui

sistem OSS-RBA sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 05 Tahun 2021

42 Hasil Wawancara kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Batu (Okt. 2023)
43 Hasil Wawancara kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Batu (Okt. 2023)
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tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Mengenai perizinan usaha
sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Setelah berjalan 2 tahun, Peraturan
tersebut dirasa kurang efektif pelaksanaanya, akhirnya pada tahun 2021 diganti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021, dimana pelaksanaan
mengenai perizinan berbasis resiko sudah diatur dalam peraturan tersebut dan
peraturan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan perizinan saat ini, karena
di era globalisasi ini sistem perizinan sudah diperbarui aksesnya menjadi lebih
mudah dan terintegrasi.

Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja tentang asas
kemudahan berusaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu sangat relevan dengan Undang-
Undang Penanaman Modal. UU Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007)
memiliki tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya dalam mencapai
tujuan tersebut adalah dengan memberikan kemudahan berusaha kepada para
pelaku usaha, sejalan dengan asas kemudahan berusaha yang diatur dalam Pasal
2 Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam konteks penerapan perizinan berbasis risiko di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, tujuan ini
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dapat tercapai dengan lebih efektif. Dengan adanya perizinan berbasis risiko,
pelaku usaha dapat memperoleh perizinan dengan lebih cepat dan efisien,
meningkatkan daya tarik investasi di Kota Batu, dan berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, dengan mengurangi birokrasi
yang berbelit-belit, pelaku usaha akan lebih terdorong untuk berinvestasi di
Kota Batu.

Penerapan perizinan berbasis risiko juga sejalan dengan prinsip-
prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, salah satunya
adalah prinsip kepastian hukum. Dengan adanya perizinan berbasis risiko yang
jelas dan transparan, pelaku usaha dapat dengan mudah memahami persyaratan
dan prosedur yang harus mereka penuhi, memberikan kepastian hukum bagi
para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dalam Undang-Undang
Penanaman Modal juga diatur mengenai pentingnya kolaborasi antara
pemerintah dan pelaku usaha. Dengan penerapan perizinan berbasis risiko di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu,
kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha dapat
diperkuat, memastikan bahwa kepentingan semua pihak tercakup dengan baik
dan memperkuat sistem perizinan secara keseluruhan.

Beberapa perbedaan antara Undang-Undang Penanaman Modal
sebelum adanya Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja dengan setelah adanya
Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diubah menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021:
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1. Fokus pada Kemudahan Berusaha: Perbedaan utama terletak pada
penekanan yang lebih kuat pada asas kemudahan berusaha. Sebelum
adanya Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang
Penanaman Modal lebih berfokus pada regulasi dan perizinan yang
terkait dengan investasi. Namun, dengan adanya Pasal 2 Undang-
Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021,
terjadi perubahan paradigma yang lebih menekankan pada kemudahan
berusaha, termasuk dalam proses perizinan.

2. Penyederhanaan Perizinan: Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyebabkan perubahan
dalam proses perizinan. Peraturan tersebut mendorong perizinan
berbasis risiko, di mana perizinan diberikan berdasarkan risiko yang
dihadapi oleh usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi
birokrasi dan mempercepat proses perizinan dengan hanya mengurus
perizinan yang relevan dengan risiko usaha.

3. Transparansi dan Kepastian Hukum: Perubahan yang signifikan adalah
peningkatan transparansi dan kepastian hukum dalam proses perizinan.
Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2021 menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai
persyaratan, prosedur, dan waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan
perizinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada

pelaku usaha dan mengurangi praktik pungutan liar.
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4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara
pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini
penting untuk memastikan implementasi perizinan berbasis risiko yang

efektif dan memperkuat sistem perizinan secara keseluruhan.

Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih
kondusif, mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat
kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.** Dengan demikian, Undang-
Undang Penanaman Modal sebelum adanya Pasal 2 Undang-Undang Cipta
Kerja dan setelah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 memiliki

perbedaan signifikan dalam pendekatan dan fokusnya.

Konsep kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB)
adalah istilah yang diperkenalkan oleh Simeon Djankov,* seorang ahli ekonom
bank dunia. Konsep ini diperkenalkan untuk mewakili aspek positif dan negatif
kehidupan perekonomian suatu negara yang kemudian dapat mempengaruhi
perkembangan lingkungan bisnis.*® Indeks Kemudahan Berbisnis juga
bertujuan untuk mengukur peraturan yang memiliki dampak langsung terhadap

bisnis, terlepas dari hukum, ukuran, lokasi atau sifat operasinya.

4 “pp No. 5 Tahun 2021.”

4 Simeon Djankov, “The Doing Business Project: How It Started: Correspondence,” Journal of
Economic Perspectives 30, no. 1 (2016): 247-48.

46 pawan Kumar and Dilip Kumar, “Ease of Doing Business: A Critical Overview,” Aegaeum Journal
8, no. 9 (2020): 587-98.
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Tabel 11

Indikator Kemudahan Berusaha

No Indikator Ukuran
1. | Proses memulai Prosedur, durasi, besaran biaya, dan jumlah modal
usaha minimum yang harus disetorkan sebagai persyaratan
awal untuk mendirikan sebuah perusahaan terbatas.
2. | Pengurusan izin Langkah-langkah yang melibatkan prosedur, durasi,

mendirikan biaya, serta mekanisme pengendalian kualitas dan
bangunan keamanan dalam membangun sistem perizinan.

3. | Prosedur Langkah-langkah yang harus diikuti, durasi yang
memperoleh listrik | diperlukan, biaya yang terlibat, ketersediaan pasokan

listrik, dan kejelasan informasi mengenai tarif.

4. | Pendaftaran property | Prosedur, durasi, biaya transfer kepemilikan properti,
dan kualitas administrasi sistem.

5. | Proses memperoleh | Sistem informasi kredit dan peraturan tentang

kredit jaminan bergerak.

6. | Perlindungan Pemegang saham minoritas memiliki hak yang perlu
terhadap investor diakui dalam konteks transaksi dan tata kelola
minoritas perusahaan.

7. | Pembayaran pajak Pembayaran yang tepat waktu, total pajak yang sesuai
dengan semua ketentuan perpajakan, kontribusi
perusahaan yang mematuhi regulasi pajak, dan
langkah-langkah pasca-pengarsipan merupakan
aspek-aspek penting dalam menjalankan kepatuhan
terhadap peraturan perpajakan.

8. | Perdagangan lintas Proses ekspor produk unggulan dan impor suku

batas cadang mobil memerlukan alokasi waktu dan biaya.

9. | Penegakan hukum Proses peradilan dalam penyelesaian sengketa
kontrak komersial membutuhkan investasi waktu dan biaya

yang signifikan, dengan penekanan pada kualitas
pelaksanaan proses hukum.

10. | Penyelesaian Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam

kepailitan

situasi kebangkrutan komersial meliputi aspek waktu,
biaya, hasil akhir, tingkat pemulihan, dan kekuatan
kerangka hukum yang berlaku dalam kondisi
kebangkrutan.

Sumber: Doing Business, 2020
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa beberapa Indikator Asas
Kemudahan Berusaha yang mempengaruhi Implementasi atau Penerapan
memiliki aspek kunci dalam menjalankan usaha dapat dilihat dari berbagali
prosedur dan persyaratan yang perlu dipenuhi. Pertama, dalam proses memulai
usaha, kita memerlukan informasi tentang prosedur, durasi, biaya, dan jumlah
modal minimum yang harus disetor sebagai syarat awal untuk mendirikan
perusahaan terbatas. Selanjutnya, pengurusan izin mendirikan bangunan
melibatkan langkah-langkah seperti prosedur, durasi, biaya, serta mekanisme
pengendalian kualitas dan keamanan dalam membangun sistem perizinan.

Proses memperoleh listrik juga menuntut pemahaman terhadap
langkah-langkah yang harus diikuti, durasi, biaya, ketersediaan pasokan listrik,
dan kejelasan informasi tarif. Pendaftaran properti melibatkan prosedur, durasi,
biaya transfer kepemilikan properti, dan penilaian kualitas administrasi sistem.
Dalam memperoleh kredit, kita perlu memahami sistem informasi kredit dan
peraturan mengenai jaminan bergerak. Perlindungan terhadap investor
minoritas mencakup pengakuan hak-hak pemegang saham minoritas dalam
transaksi dan tata kelola perusahaan. Pembayaran pajak memerlukan kepatuhan
pada pembayaran tepat waktu, total pajak sesuai peraturan perpajakan,
kontribusi perusahaan sesuai regulasi pajak, dan langkah-langkah pasca-
pengarsipan. Proses perdagangan lintas batas, penegakan hukum kontrak, dan
penyelesaian kepailitan juga memerlukan alokasi waktu dan biaya yang

signifikan, dengan penekanan pada kualitas pelaksanaan proses hukum serta
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pertimbangan faktor waktu, biaya, hasil akhir, tingkat pemulihan, dan kekuatan
kerangka hukum dalam situasi kebangkrutan komersial.

Implementasi Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan
Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batu menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko (Risk Based Approach)
dalam proses dan penetapan jenis Perizinan Berusaha. Pemerintah Daerah Kota
Batu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin sesuai dengan
kewenangan di wilayah Kota Batu kepada Dinas Daerah. Dinas Daerah
bertanggung jawab sebagai pelaksana tugas pokok yang melaksanakan
kewajiban dan memainkan perannya sebagai pembantu kepala daerah dalam
mengatur bidang kegiatan pemerintahan yang diberikan kepada daerah.

Dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintan Nomor 05 Tahun 2021
menjelaskan bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 22
ayat 1 termasuk perizinan berusaha yang kewenangannya penerbitannya telah
dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya. Dalam konteks ini,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu
bertanggung jawab atas tugas dan wewenang pelayanan penanaman modal dan
perizinan usaha di wilayah Kota Batu.

Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diajukan
melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-

PTSP). DPM-PTSP memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengelola segala
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urusan perizinan dan pelayanan terkait investasi serta usaha di daerah. Oleh
karena itu, apabila berencana membuka UMKM, pelaku usaha diharuskan
mengurus perizinan melalui DPM-PTSP untuk memastikan seluruh proses
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting dicatat bahwa perizinan UMKM
tidak langsung diajukan ke instansi yang secara khusus menangani UMKM. Hal
ini dikarenakan DPM-PTSP telah dirancang sebagai satu pintu pelayanan
terpadu. Oleh karena itu, di DPM-PTSP, pelaku usaha dapat memperoleh semua
layanan dan perizinan yang diperlukan untuk UMKM tanpa perlu mengunjungi
berbagai dinas yang berbeda. Pendekatan ini memberikan efisiensi dan
kemudahan praktis dalam pengurusan perizinan UMKM.

Terdapat beberapa alasan mengapa perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP):

1. Pelayanan Terpadu: DPM-PTSP telah dirancang sebagai satu
pintu pelayanan terpadu, sehingga Anda dapat memperoleh
semua perizinan dan layanan yang diperlukan dalam satu
tempat. Tidak perlu mengunjungi berbagai dinas yang berbeda.

2. Koordinasi yang Lebih Baik: DPM-PTSP juga bertanggung
jawab untuk koordinasi antara berbagai dinas terkait. Jadi, jika
ada perizinan yang memerlukan persetujuan dari beberapa

dinas, DPM-PTSP dapat memudahkan proses koordinasi
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tersebut. Anda tidak perlu repot berkomunikasi sendiri dengan
setiap dinas terkait.

3. Efisiensi Waktu dan Biaya: Dengan mengurus perizinan
UMKM melalui DPM-PTSP, Anda dapat menghemat waktu dan
biaya. Bayangkan jika Anda harus mengurus perizinan ke
berbagai dinas yang berbeda, pasti akan memakan waktu dan
biaya lebih banyak. Dengan DPM-PTSP, semuanya menjadi
lebih efisien.

Jadi, intinya perizinan UMKM diajukan ke DPM-PTSP karena mereka
menyediakan layanan terpadu, mempermudah koordinasi, dan menghemat
waktu serta biaya.*’

Reformasi penerbitan izin usaha melalui sistem Online Single
Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dilakukan setelah Undang-
undang Cipta Kerja disahkan. Implikasinya adalah perubahan dalam prosedur,
waktu, dan biaya penerbitan izin usaha di daerah. Terkait perubahan ini,
Pemerintah Daerah diharapkan memberikan respons dan tindak lanjut dalam
aspek kebijakan, kelembagaan, dan platform digital. Respons ini sangat krusial
untuk mencapai debirokrasi, deregulasi, dan digitalisasi izin usaha melalui

OSS-RBA.#

47 Olah Data Wawancara Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Batu (Des. 2023)

8 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja (Jakarta: Uki Press, 2021), Http://Repository.Uki.Ac.1d/4527/.
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Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)
merupakan platform digital untuk penerbitan izin usaha yang dikeluarkan untuk
pelaku usaha. Platform ini merupakan langkah upgrade dan respon terhadap
Undang-Undang Cipta Kerja.* OSS-RBA yang mana memberikan kemudahan
dan kepastian kepada pelaku UMK dengan memberikan jalur khusus dan
berbeda bagi usaha Non UMK. Pelaku UMK dikategorikan sebagai risiko
rendah, sehingga pengurusan NIB hanya memerlukan waktu 5-10 menit jika
sarana dan prasarana internet optimal.>® Penyelenggaraan perizinan ini
dilakukan secara digital dengan menerbitkan perizinan berdasarkan tingkat
risiko kegiatan usaha.*!

Prinsip Izin Usaha Berbasis Risiko adalah Trust but Verify. Prinsip ini
mengubah cara perizinan usaha yang pada dasarnya bersifat ex-ante, di mana
persyaratan dipenuhi di awal, menjadi konsep ex-post, di mana verifikasi
dilakukan setelah persyaratan terpenuhi. Prinsip ini terutama berlaku untuk
jenis kegiatan usaha dengan risiko rendah atau yang telah memiliki standar yang
ditetapkan. Setelah pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai standar,
pemerintah sebagai otoritas akan memverifikasi pemenuhan standar tersebut.

Pemohon izin usaha diberikan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha,

49 Olah Data Wawancara Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Batu (Okt. 2023)

9 “Implementasi OSS RBA Di Daerah | PDF,” 27.

>1 Olah Data Wawancara Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Batu (Okt. 2023)
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namun pengawasan setelah izin diberikan harus dilakukan secara akuntabel dan
transparan. 2 Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan investasi
dan kegiatan usaha melalui penerbitan izin yang lebih efektif dan sederhana,
serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Sebelum adanya Peraturan tersebut pada tahun 2018, pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Aturan ini bertujuan untuk
mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha dengan menggunakan
sistem elektronik yang disebut dengan sistem Online Single Submission (OSS)
V.1.1. Kemudian, pada tahun 2021, ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 yang
memberikan perubahan terkait perizinan usaha. Peraturan ini diarahkan untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemberian izin usaha yang
disebut dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Jadi, kedua peraturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan dan
memperbaiki sistem perizinan usaha di Indonesia melalui penggunaan
teknologi informasi namun kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan

masing-masing, seperti yang dipaparkan pada tabel dibawah ini:

52 “Implementasi OSS RBA Di Daerah | PDF,” 12.
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Tabel 12

Perbedaan PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 24 Tahun 2018

Dasar PP No 5 Tahun 2021 PP No 24 Tahun 2018

Hukum

Komponen OSS RBA OSSv.1.1

Skala Usaha | Skala usaha dalam sistem OSS- | Dalam sistem OSS V.1.1 Skala
RBA ini dibagi menjadi 4 |usaha juga dibagi menjadi 4
tingkatan yaitu 1) Tingkat Risiko | namun tidak dengan tingkatan
Rendah, 2) Tingkat Risiko | resiko, hanya ada 1) Skala
Menengah Rendah, 3) Tingkat | Mikro, 2) Skala Kecil, 3) Skala
Risiko Menengah Tinggi, dan 4) | Menengah, dan yang terakhir
Tingkat Risiko Tinggi Skala Besar

Mekanisme | Sistem  elektronik  dirancang | Sistem elektronik telah ada,
untuk  memfasilitasi  seluruh | tetapi implementasi komitmen
proses perizinan usaha. belum sepenuhnya dilakukan

secara elektronik

Produk Dalam konteks risiko, Produk | Pada sistem sebelumnya produk

Perizinan Perizinan dapat dibagi menjadi | perizinan hanya ada 3 produk

tiga kategori. Risiko rendah | yaitu, NIB, Izin Usaha, dan Izin
terkait dengan memiliki NIB. | Komersial.
Risiko menengah melibatkan
NIB dan Sertifikat Standar
Usaha. Sementara itu, risiko
tinggi melibatkan NIB, Izin, dan
bila diperlukan, Sertifikat Standar
Produk.

Risk Based | Perhitungan risiko dalam | Sistem ini belum
kegiatan usaha dilakukan dengan | mengintegrasikan faktor risiko
mempertimbangkan setiap | dan  memperlakukan  semua
tingkat risiko yang kemudian | kegiatan usaha dengan carayang
diatur oleh ketentuan standar atau | sama.
perizinan yang berlaku untuk
masing-masing tingkat risiko.

Tata Ruang | Penting untuk ~ memahami | Penjelasan tentang istilah-
Nomenklatur KKP (Konfirmasi | istilah  perizinan lokasi. ¢
Kesesuaian Kegiatan | Pemberian  NIB  dilakukan
Pemanfaatan Ruang) atau | sebelum penerbitan Izin Lokasi.

PKKPR (Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang). ¢
Proses permohonan NIB dapat

* Izin Lokasi dapat diterbitkan
dengan mempertimbangkan
komitmen yang telah disepakati.
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dimulai setelah KKPR selesai. *
Setelah KKPR diterbitkan, sudah
dipastikan bahwa tidak ada lagi
KKP yang perlu dipenuhi.

UMKM

Perizinan NIB yang diberikan
kepada UKM dengan tingkat
risiko rendah mencakup NIB
tunggal yang mencakup standar
SNI dan JPH. Selain itu,
klasifikasi sebagai mikro atau
kecil dapat juga diperoleh oleh
entitas non-perseorangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
bagi UMKM diberikan secara
otomatis melalui NIB, namun
belum  mencakup  Standar
Nasional Indonesia (SNI) dan
Jaminan Produk Halal (JPH).
dan Telah disediakan lintas
khusus bagi Usaha Kecil
Menengah (UKM).

Fasilitas

Skema-ski khusus, seperti Tax
Holiday, Tax Allowance,
Investment Allowance, Vokasi,
Litbang, dan Masterlist, telah
disusun  untuk  memberikan
keuntungan kepada pengelola dan
perusahaan yang beroperasi di
Kawasan  Ekonomi  Khusus
(KEK).

Skema khusus telah disediakan
bagi pengusaha dan perusahaan
di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) melalui berbagai
insentif, termasuk Tax Holiday,
Tax Allowance, Investment
Allowance, Vokasi, Litbang,
dan Masterlist. Semua kegiatan
ini dicatat dalam Laporan
Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM).

Pengawasan

1. Pengawasan secara
berkala melibatkan dua
aspek, yaitu: a) Pelaporan
aktivitas Penanaman
Modal (LKPM) b)
Pemeriksaan lapangan

2. Pengawasan yang
dilakukan secara
mendadak terfokus pada
kegiatan Inspeksi
Lapangan.

Dokumen  yang  mencatat
aktivitas investasi modal disebut
Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM).

Sumber: Olah Data hasil Wawancara kepada Bapak. Saiful DPM-PTSP Kota Batu.2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya dengan adanya peraturan
pemerintah yang baru mengenai perizinan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa pada sistem OSS-
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RBA memiliki skala usaha berdasarkan tingkatan risiko, selain itu proses
perizinannya juga dilaksanakan sepenuhnya melalui online. Dan memudahkan
bagi pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan usaha sebagai anak cabang
tidak perlu susah karena hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha.

Perbedaan dalam proses perizinan berusaha sebelum dan setelah
diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja mencakup beberapa aspek. Pada
era sebelum Undang-undang Cipta Kerja, pelaku usaha dapat memulai
operasional setelah mendapatkan izin. Situasinya berubah dengan adanya
kebijakan baru dalam peraturan perizinan, yang menetapkan pendekatan
berdasarkan risiko. Jika risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha dianggap
rendah, izin dapat diberikan sejak awal untuk memungkinkan persiapan dan
operasional perusahaan. Namun, jika dalam kurun waktu 1 tahun persiapan
tidak dilakukan, izin tersebut dapat dicabut. Untuk risiko tinggi, verifikasi harus
dilakukan. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dan persiapan sebelum
diberikan legalitas perusahaan dalam bentuk izin untuk menjalankan
operasional perusahaan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diberikan berdasarkan evaluasi
tingkat risiko yang hasilnya ditentukan oleh analisis risiko dan peringkat skala
kegiatan usaha.>®* Ini mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

serta bisnis besar. Tingkat bahaya kemudian diestimasi berdasarkan potensi

53 “Implementasi OSS RBA Di Daerah | PDF,” 26.
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kejadian, yang diklasifikasikan sebagai hampir tidak mungkin, kemungkinan
kecil, kemungkinan, atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tingkat
bahaya dan potensi kejadian tersebut, setiap kegiatan usaha kemudian
ditentukan tingkat risiko dan skala usahanya.

Tingkatan perizinan berbasis risiko mencerminkan sejauh mana risiko
yang terkait dengan suatu kegiatan usaha atau proyek. Berikut adalah

penjelasan singkat untuk setiap tingkatan:>*

1. Risiko Rendah:

e Definisi: Tingkat risiko yang rendah menunjukkan bahwa kegiatan
usaha atau proyek memiliki kemungkinan rendah untuk menimbulkan
dampak negatif atau kerugian signifikan.

e Karakteristik: Kemungkinan terjadinya kejadian yang merugikan atau
gangguan rendah, dan dampaknya juga bersifat terbatas atau minim.

2. Risiko Menengah Rendah:

e Definisi: Risiko menengah rendah menunjukkan bahwa ada potensi
risiko, tetapi kemungkinan dan dampaknya tidak terlalu besar.

e Karakteristik: Meskipun terdapat beberapa potensi risiko, kemungkinan
kejadian merugikan tetap di tingkat yang dapat diatasi, dan dampaknya

dapat dikelola dengan efektif.

>4 “PP No. 5 Tahun 2021.”
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3. Risiko Menengah Tinggi:

e Definisi: Tingkat risiko menengah tinggi mengindikasikan bahwa
kegiatan usaha atau proyek memiliki potensi risiko yang signifikan, dan
kemungkinan terjadinya serta dampaknya bisa cukup serius.

e Karakteristik: Terdapat potensi risiko yang lebih besar, yang dapat
memerlukan perhatian khusus dan upaya manajemen risiko yang lebih
intensif untuk memitigasi dampak yang mungkin terjadi.

4. Risiko Tinggi:

e Definisi: Risiko tinggi menunjukkan bahwa kegiatan usaha atau proyek
memiliki tingkat risiko yang sangat signifikan, dengan potensi dampak
yang serius dan kemungkinan kejadian yang tinggi.

e Karakteristik: Dapat memerlukan strategi manajemen risiko yang
cermat, tindakan pencegahan yang kuat, dan pemantauan yang ketat
untuk meminimalkan risiko dan mengatasi dampak yang mungkin

timbul.

Tingkatan ini membantu pihak berwenang dan pemangku kepentingan
dalam menentukan jenis perizinan atau regulasi apa yang sesuai untuk
mengelola risiko yang terkait dengan suatu kegiatan usaha atau proyek.
Semakin tinggi tingkat risiko, semakin ketat perizinan dan pengawasan yang
mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dengan

efektif.
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Penerapan Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu dinilai
dapat memberikan dampak yang positif khususnya bagi pelaku usaha
khususnya pemilik UMKM, karena dengan adanya Penerapan Asas
Kemudahan Berusaha pelaku usaha dapat lebih terjamin dan mudah dalam
proses perizinannya.
Penerapan Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu
memiliki beberapa faktor yang mendukung keberhasilan asas ini diantaranya:**
1) Faktor Sumber Daya Manusia yang handal
Faktor sumber daya manusia yang handal merujuk pada keberhasilan
sebuah organisasi atau proyek yang didukung oleh tim kerja yang
memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang baik. Ini
mencakup rekrutmen dan pemilihan pegawai yang tepat,
pengembangan karyawan melalui pelatihan, serta penerapan kebijakan
manajemen sumber daya manusia yang mendukung kesejahteraan dan
motivasi staf. Sumber daya manusia yang handal menjadi landasan

utama untuk pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini Petugas

> Hasil Wawancara kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota
Batu (Okt. 2023)

76



2)

3)

pelayanan izin di DPM-PTSP Kota Batu sudah memiliki keterampilan
yang baik dalam membimbing pemohon ke aplikasi OSS, sehingga
proses perizinan menjadi lebih mudah bagi para pemohon. Mereka
sudah terlatih dan memahami dengan baik tentang OSS, sehingga ketika
melayani masyarakat, mereka dapat memberikan bantuan dengan cepat
dan efektif.

Faktor Teknologi yang Terintegrasi

Faktor teknologi yang terintegrasi menunjukkan pentingnya
mengadopsi dan mengelola teknologi dengan cara yang menyeluruh dan
terkoordinasi. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak dan
perangkat keras yang terhubung dengan baik, memungkinkan
pertukaran data yang efisien dan kolaborasi yang sinergis di seluruh
organisasi. Integrasi teknologi juga memastikan bahwa sistem informasi
berjalan dengan lancar dan mendukung operasional yang efektif,
membantu organisasi untuk tetap beradaptasi dengan perkembangan
teknologi. Pemerintah Pusat menciptakan sistem ini dengan tujuan agar
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat mengimplementasikannya.
Sistem ini menyertakan urutan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi
untuk memberikan layanan perizinan usaha. Desain sistem ini telah
dimaksudkan agar mudah digunakan, cepat, transparan, dan tanpa
kompleksitas yang berlebihan.

Sikap Pelaksanaan
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4)

Sikap pelaksanaan mencerminkan kemauan dan kesiapan untuk
mengambil tindakan yang diperlukan demi mencapai tujuan. Ini
melibatkan inisiatif, tanggung jawab, dan ketekunan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sikap pelaksanaan yang
positif menciptakan lingkungan kerja yang proaktif dan produktif, di
mana individu dan tim siap untuk mengatasi tantangan dan mencapai
hasil yang diinginkan. Sikap dan keinginan pelaksana sangat
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Jika mereka
memiliki sikap yang baik terhadap kebijakan, artinya mereka
mendukungnya dan mungkin akan melaksanakannya sesuai dengan
keinginan para pembuat kebijakan.

Sarana dan Prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana yang memadai merujuk pada fasilitas, peralatan,
dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan
operasional suatu organisasi atau proyek. Ini mencakup ketersediaan
ruang kerja yang nyaman, peralatan yang memadai, serta infrastruktur
seperti koneksi internet yang handal. Sarana dan prasarana yang
memadai menjadi dasar untuk efisiensi dan kelancaran berbagai
kegiatan, memastikan bahwa sumber daya dapat digunakan secara
optimal. Dalam Hal ini DPM-PTSP Kota Batu telah menyediakan
fasilitas yang memadai untuk menerapkan Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Fasilitas tersebut mencakup
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ruang pelayanan ber-AC, komputer yang dapat diakses oleh petugas dan

pemohon, ruang pengaduan/konseling, mushola, toilet, akses wifi

gratis, mobil pelayanan keliling, dan area parkir yang luas dan teratur.

Tujuan penyediaan fasilitas ini adalah untuk memastikan bahwa semua

petugas operator dapat menggunakan dengan efektif segala alat bantu

dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelayanan perizinan berusaha.

Dari beberapa faktor tersebut Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-

Undang Cipta Kerja Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan

Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis

Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Batu dinilai sudah berjalan dengan dengan baik, sesuai yang dikatakan oleh

bapak saiful beliau mengatakan “Awalnya kami juga kesusahan untuk

menggunakan sistem baru ini tetapi mau tidak mau kami harus belajar dan

akhirnya dari pihak DPM-PTSP sudah mampu menerapkan sistem ini dan

mengajarkan kepada pelaku usaha “*¢ sehingga dalam pelaksanaan sistem ini
sudah berjalan dengan baik di DPMPTSP Kota Batu.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh pegawai DPMPTSP tersebut

dari awal pelaksanaan sistem perizinan yang sesuai dengan Peraturan

Pemerintah tersebut yang awalnya dirasa rumit namun seiring berjalannya

waktu penerapan sistem perizinan ini sudah berjalan dengan baik dan efektif

%6 Hasil Wawancara Kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)
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meskipun seringkali masih harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk terus
meningkatkan kualitas DPMPTSP dan Pelaku Usaha yang lebih baik lagi.

Dari pemaparan pembahasan dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa

penerapan asas kemudahan berusaha dalam Peraturan Pemerintan Nomor 05
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu telah berjalan
dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam
pelaksanaannya.
2. Kendala Implementasi Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja
Tentang Asas Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu

Sebagai bagian integral dari struktur negara, pemerintah diharapkan
mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal untuk kepentingan
masyarakat. Meskipun seringkali disebut sebagai birokrasi, baik di tingkat
nasional maupun daerah, pemerintah cenderung mendapat penilaian negatif
dari masyarakat. Umumnya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
birokrat dianggap lambat, rumit, dengan persyaratan yang kompleks dan
regulasi yang kurang fleksibel. Situasi ini jelas merugikan masyarakat, karena
interaksi antara pemerintah dan masyarakat cenderung tidak seimbang;
masyarakat lebih bersifat pasif, hanya menerima layanan tanpa memberikan

kontribusi aktif terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Penting untuk
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diingat bahwa birokrasi seharusnya bukan hanya melayani diri sendiri, tetapi
juga berperan dalam melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang
meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat sesuai dengan tujuan
pelayanan itu sendiri.

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan
peluang, pemerintah daerah perlu menyadari adanya kekurangan dalam proses
administrasi publik, khususnya terkait dengan pemberian pelayanan publik. Hal
ini perlu diperbaiki agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat,
efisien, dan sesuai dengan harapan mereka. Salah satu contoh nyata adalah
peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha dalam proses perizinan pendirian
usaha.

Implementasi peraturan, tak dapat dipungkiri bahwa setiap langkah
menuju kesuksesan selalu ditemani oleh tantangan yang perlu dihadapi.
Implementasi peraturan bukanlah perjalanan yang bebas dari rintangan,
melainkan sebuah proses yang membutuhkan ketelitian dan kebijaksanaan.
Ketika berbicara tentang implementasi peraturan, tidak dapat dihindari bahwa
kendala akan muncul

Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah
sebuah platform digital yang diperkenalkan kepada pelaku usaha sebagai sarana
untuk memulai dan mengelola kegiatan usaha mereka. Platform ini merupakan
inisiatif pembaruan yang merespons Undang-undang Cipta Kerja dan regulasi

turunannya. Peluncuran resmi platform ini terjadi pada tanggal 9 Agustus 2021,
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sekitar 10 bulan setelah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja pada tanggal
5 Oktober 2021. Dalam platform ini, proses perizinan dilakukan secara
elektronik dengan dasar penilaian risiko kegiatan usaha.*’

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan setelah disahkannya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi acuan
tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam
implementasi proses perizinan berusaha, sebelumnya implementasi proses
perizinan berusaha juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 yang tentunya membawa banyak perubahan yang berbeda.

Inisiatif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini merupakan
penyempurnaan terus-menerus yang dilakukan oleh Pemerintah guna
meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memperbaiki
kondisi iklim usaha sambil menjaga keberlanjutan ekosistem, baik itu dalam
konteks lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Untuk mendukung upaya
ini, Pemerintah memperbaharui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi
secara elektronik, menggantikan versi sebelumnya, yaitu OSS v.1.1, dengan
OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). OSS-RBA

mengusung konsep pelayanan perizinan terintegrasi secara daring antara

>7 Harjono, Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja.
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pemerintah pusat dan daerah, dengan membagi tingkat perizinan menjadi empat
level, yakni rendah, menengah, menengah tinggi, dan tinggi.

Munculnya Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko sebenarnya lebih mempermudah
masyarakat, karena yang dulunya perizinan hanya bisa dilakukan di kantor
perizinan sekarang sudah mudah di akses dimanapun. Sebagai pelaku usaha
hanya perlu mempersiapkan apa yang diperlukan. Dengan munculnya
Peraturan Pemerintah ini fungsi dari adanya DPM-PTSP adalah sebagai
pendamping bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya, selain itu
DPM-PTSP juga berfungsi sebagai tempat pengaduan layanan. Hal ini sesuai
dengan yang dikatakan oleh bapak syaiful selaku petugas DPM-PTSP Kota
Batu beliau mengatakan “Untuk saat ini dengan diberlakukannya sistem
pelayanan perizinan OSS-RBA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021, bahwasanya tugas DPM-PTSP hanya sebagai
pendamping saja, yang dulunya juga mengurus berkas sekarang berkas
disiapkan secara mandiri oleh pelaku usaha, pelaku usaha juga dapat
mendaftarkan usahanya kapan saja dan dimana saja karena sistemnya
online™®

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem

perizinan pada OSS- RBA ini lebih mempermudah bagi pegawai DPM-PTSP

%8 Hasil Wawancara kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)
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maupun pelaku usaha karena system perizinannya dapat diakses secara fleksibel
dan mudah.

Pada prinsipnya, tujuan dari pelayanan adalah untuk memenuhi
kebutuhan Masyarakat dan memudahkan prosesnya. Namun, dengan
diperkenalkannya layanan baru melalui Online Single Submission Risk Based
Approach dalam proses perizinan usaha untuk mencapai pelayanan yang
optimal, efisien dan cepat, tentu saja akan menghadapi beberapa hambatan
dalam pelaksanaannya. Sistem Online Single Submission Risk Based Approach
(OSS-RBA) ini, terdapat beberapa hambatan, di antaranya adalah tantangan
terkait ketersediaan sumber daya manusia di wilayah Kota Batu yang umumnya
berada pada tingkat pendidikan menengah ke bawah. Bapak Saiful, Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu,
menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab
keterlambatan perkembangan penerapan OSS-RBA di kalangan pengusaha
kota Batu. la menyatakan, "Batu merupakan kota kecil dengan mayoritas
penduduknya memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, sehingga
implementasi OSS-RBA di kalangan pengusaha setempat mengalami beberapa

kendala dalam proses perkembangannya.”*°

%9 Hasil Wawancara kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)
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Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu
Pintu Kota Batu dalam menjalankan Penerapan Asas Kemudahan Berusaha
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:®

1) Pemahaman yang kurang terkait sistem OSS-RBA oleh Pelaku
Usaha
Pemahaman yang kurang terkait sistem OSS-RBA oleh pelaku
usaha mencerminkan tingkat pengetahuan yang rendah atau
kurangnya informasi tentang cara kerja dan manfaat dari sistem
Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).
Praktiknya dalam DPMPTSP mungkin melibatkan upaya
penyuluhan dan pelatihan kepada pelaku usaha untuk
meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem OSS-RBA.

2) Sulitnya Akses Masuk Website Online Single Submissions
Sulitnya akses masuk ke website Online Single Submissions dapat
terjadi jika terdapat kendala teknis, pengaturan keamanan yang
kompleks, atau masalah infrastruktur. Dalam DPMPTSP,
peningkatan aksesibilitas dan solusi terhadap masalah teknis
menjadi langkah praktis untuk memastikan pelaku usaha dapat

dengan mudah mengakses platform OSS.

60 Hasil Wawancara kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)
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3) Tidak semua pelayanan perizinan berusaha terdaftar pada sistem
OSS-RBA
Tidak semua pelayanan perizinan berusaha terdaftar pada sistem
OSS-RBA dapat disebabkan oleh kebijakan atau keterbatasan
teknis dalam mengintegrasikan semua jenis perizinan. Dalam
DPMPTSP, langkah-langkah praktis mungkin melibatkan evaluasi
dan pembaruan sistem agar mencakup seluruh pelayanan perizinan
berusaha

4) Kesenjangan Digital
Kesenjangan digital mengacu pada divisi atau kesenjangan antara
mereka yang memiliki akses dan penguasaan teknologi informasi
dengan mereka yang tidak memiliki akses atau memiliki akses yang
terbatas. Dalam konteks DPMPTSP, kesenjangan digital dapat
terjadi jika beberapa pelaku usaha atau individu memiliki akses
terbatas ke teknologi informasi. Solusi praktis dapat melibatkan
program inklusifitas digital untuk memastikan bahwa semua
pemangku kepentingan dapat merasakan manfaat dari penggunaan
teknologi.

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Batu menyatakan bahwa Dinas tersebut dan anggotanya telah
menjalankan tugas dengan maksimal. Penggunaan Sistem Online Single

Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) juga telah memberikan bantuan
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signifikan kepada staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Batu. Bapak Syaiful, seperti yang diutarakan, menyebutkan,
"Dengan diterapkannya sistem baru mengenai pelayanan izin mendirikan
usaha yang terintegrasi secara elektronik, atau dikenal sebagai Sistem Online
Single Submission Risk Based Approach (OSS), sistem ini memberikan bantuan
besar dan mempermudah tugas kami, karena kami tidak perlu mengurus berkas
yang rumit seperti pada peraturan sebelumnya, melainkan dapat memonitor
data yang masuk ke dalam sistem kami. Sistem ini juga mempermudah bagi
pelaku usaha karena pendaftarannya tidak diperumit berkas tidak harus di
awal namun bisa di daftarkan seiring dengan berdirinya usaha™®:

Dalam konteks ini, Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu telah berupaya sebaik mungkin untuk
memastikan bahwa program-programnya dapat dijalankan secara optimal.
Salah satu upaya adalah melalui penerapan Sistem Online Single Submission
Risk Based Approach (OSS-RBA), yang meskipun telah diusahakan dengan
maksimal oleh pemerintah, namun dinilai belum sepenuhnya optimal oleh para
pelaku usaha. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu untuk
mengatasi kendala. Pertama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPM-PTSP) memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang

®1 Hasil Wawancara kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)
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mengajukan perizinan. Sebagaimana disampaikan oleh Pegawai Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, “Meskipun
dengan diberlakukan sistem yang lebih mudah untuk diakses nhamun ada dari
pelaku usaha yang belum memahaminya, akhirnya kami sebagai pegawai dari
DPM-PTSP juga tetap ikut membantu dengan cara pendampingan pada saat
proses pendaftaran kami menyediakan 2 komputer. Pelaku usaha yang tidak
memahami prosedurnya akan kami damping di kantor DPM-PTSP hingga
pelaku usaha faham®2

Hal ini penting karena sebagian besar pelaku usaha, terutama dari
kalangan kecil-menengah, umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah
dan kurang berpengalaman dalam berinteraksi dengan banyak orang atau
lingkungan baru. Oleh karena itu, pendampingan khusus diperlukan untuk
mendukung mereka. Kedua, reformasi dalam regulasi perizinan usaha menjadi
fokus, di mana pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk mengevaluasi
seluruh dasar hukum yang mengatur proses perizinan usaha saat ini.

Dari pemaparan tersebut bisa dilihat bahwasanya Kurangnya
pemahaman terkait sistem OSS-RBA oleh pelaku usaha disebabkan karena
kesulitan akses ke website Online Single Submissions, tidak semua pelayanan

terdaftar pada sistem OSS-RBA, dan kesenjangan digital menjadi kendala yang

62 Hasil Wawancara kepada Bapak Saiful Pegawai Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP) Kota Batu (Okt. 2023)
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dialami oleh DPM-PTSP Kota Batu. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk
terus meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam upaya mengatasi kendala
tersebut, Dinas memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan

melakukan reformasi dalam regulasi perizinan usaha.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas
Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu berupa Online Single Submission
Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Penyelenggaraan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah berjalan dengan baik. Meskipun
demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Kurangnya pemahaman terkait sistem OSS - RBA oleh pelaku usaha,
kesulitan akses ke website Online Single Submissions, tidak semua pelayanan
terdaftar pada sistem OSS - RBA, dan kesenjangan digital, menjadi kendala
yang dialami oleh DPM-PTSP Kota Batu. Evaluasi secara berkala diperlukan
untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam upaya mengatasi
kendala tersebut, Dinas memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan

melakukan reformasi dalam regulasi perizinan usaha.
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B. Saran

1. Melakukan penelitian tentang evaluasi secara menyeluruh terkait dengan
Penerapan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Asas
Kemudahan Berusaha Dalam Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021
Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang
keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi asas
kemudahan berusaha, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan
kebijakan dan pelayanan perizinan usaha.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu
terhadap pelaku usaha dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi
dalam proses perizinan usaha. Penelitian ini dapat memberikan gambaran
tentang efektivitas pendampingan dalam meningkatkan kemudahan
berusaha dan memberikan masukan untuk perbaikan layanan
pendampingan.

3. DPM-PTSP mengadakan sosialisasi untuk mengukur tingkat pemahaman
dan kesiapan pelaku usaha terkait dengan sistem OSS - RBA, serta
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengakses website Online Single
Submissions. Hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi keefektifan
implementasi asas kemudahan berusaha dan menemukan solusi untuk

meningkatkan pemahaman dan akses pelaku usaha terhadap sistem tersebut.
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